DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA
RISALAH RAPAT PARIPURNA
Tahun Sidang . 2024/2025
Mass Persidangan ||
Jenis Rapat . Rapal Paripuma
Sifatl Rapat . Terbuka
Hari / Tanggal Senin, 19 Mei 2025
Wiaktu . 1500 WB
Tempat Ruang Graha Parpuwma DPRD Kota Surakarta
Acara PARIPURNA KE -1 DAN 2 :
1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangks
Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 -
2029
2. Raperda tentang Penyslanggaraan Rumah Susun
3 Raperda teniang Pencabutan Peraturan [Daerah
Nomor 11 Tahun 2011 tenlang Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan
Dengan Acara Pokok
» Nota Penjelasan Wall Kota,
¥ Pandangan Umum Fraksi - Fraks:,
Pimpinan Rapat Budl Prasatyo, S Sos, MAP.
Sekretzns Rapat » Kinkin Sultanul Haxim, S.H., M.M
Hadir . A Anggota DPRD Kota Surakarta
36 dari 45 orang Anggota dengan rincian
1. Fraksi PDi Perjusngan
16 dari 20 crang Anggota

1. Budi Prasatyo, 5 Sos, MAP
2. YF. Sukasno, S.H., M.H.

3, Roro Indradi Sarwo Indah, 5.H.
4. Suharsong, SH., MH

5. Misgiman Bambang Cahyono



. Baruna Wasita Aji

_ Sifi Musiikah, 5 S0z, MAFP

. Janjang Sumaryona Aji. S.P.

. Wahyu Haryanto, S.E., Ak, CA.
10 Joni Sofyan Erwandi, 5.H
11.Suwanto

12.Ekya Sih Hananto, SH., M.H.
13, Ngadiyo

14_Sagita Puspita Wiranata, 5.Pd.
15 Rheo Yuliana Femandez, S.E., MM,
16. Tarty Maharani Gunawati, 5.Th,

2. Fraksi PKS
7 dari 7 orang Anggota
1. Daryono, S.T.
2. Widyastuti, 5. 508
3. Sugang Riyanto, 5.5
4. Dr. Sakidi, S.E., Ak, M.5i.
5. Agus Widodo, 5.T. MM
B. Muhammad Nafi Asror, 5T,
7. Salim

3. Fraks: PSI
4 dan 5 orang Anggota
1. Sonny, 8.T.
2. Tn Mardiyanto
3. Herson Rikumau, 5 Kep.
4. Mukti Junianto

4. Fraksi GERINDRA

3 dari 5 orang Anggola
1. Ardianto Kuswinamo, S H.

2. Yudha Sindu Riyanto, SH, M H.
3, Yanuar Sindu Riyanto, 5.T., M.T.

5. Fraksi Karya Amanat Bangsa
8 dari & orang Anggota
. H. Achmad Sapari, M.M,
. H Agus Setiawan, S H
. Drg. Taufiqurrahman
. Daniel Rizky Waluyo
. Mukarromah, 3.508.
. Sri Martuti Handayani, S.E
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JALANNYA RAPAT PARIPURNA

PIMPINAN RAPAT :

Yith, Sdr. Wak Kota dan \Wakil Wall Kola Surakarta;

Yang kaml hormatl, Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan,

Yang kami hormati,
Sekretaris Deerah Kota Surskarta beserta Jajaran Kepala OPD d
Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,
Rekan-rexan wartawan dar media elekironik dan medis cetak, ssns
hadirin tamu undangan yang berbahagka

Assalamu’'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Sefahtera bagl kifta semua

Salam Pancasila Il!

Puji syukur masilah kita panjatkan kehadiral Allah SWT, atas karunia dan
rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih
dapat bersama- sama mengikuli Rapat Paripuma Dewan pada hari ini dalam
keadaan sehet wal'afial Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan
terima kasih yang telah berkenan meluangkan wakiu mengikuti jalannya Rapat
Paripurna Dewan pada hari ni.

Sebelum Rapal Panpuma kami nyatakan diboka, kepada Sdr.
Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Angocta Dewan
sesual dengan daftar hadir yang felah dilandatangani, dipersilahkan

SEXRETARIS DEWAN :

Yth. Vali Kota, Wakil Wali Kota Surakaria, Pimpinan Rapat, Pimpinan
dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormat., Kami laporkan bahwa
Rapal Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselengparakan pada hari ini
Senin tanggal 19 Mei 2025 dihadin oleh 36 orang Anggota Dewan, yang tidak
hadir 8 orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tdak /
belum hadir adalah sebagai barikul :

1. Muhammad Bilal, 5.H. -F. P8l

2 Agung Harsakti Pancasila Pulra -F. GERINDRA

3 Honda Hendario -F. PDI Parjuangan

4. Rony Kamforo -F. PDI Perjuangan

5. Giyatno, AMd - F. PDI Perjuangan

6. Kevin Fabiano, 5.Pd., M.Cr. - F. PDI Perjuangan

7. Kevin Candra Sadewa - F. GERINDRA

8 Supiyarsono - F. Karya Amanal Bangsa
8. Sekar Tandjung - F. Kerya Amanat Bangsa

Demikian laporan presansi hadir Anggota DPRD Kota Surakarta
Tenma haslhll:apada Sdr. Sekretaris Dewan yang lelah melaporkan

kehadiran Anggota Dewan, sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr, Sekrelaris
Dewan dan 45 Anggota Dewan telah hadir sebanyak 38 Anggota Dewan,



Sesusi dengan Pasal 124 Ayat (1) huruf ¢ Peraturan DPRD Kota
Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dowan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Surakarta disebutkan bahwa “Rapat Paripumna
memenuhl kuorum apabila dihadiri ofeh lebih dari 4 (satu perdua) jumiah

untuk Rapat Paripuma selaln rapat sebagalmana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b.”

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewen tersebut
Rapal Pariplerna ini telah memenuhi kuorem.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Senin tanggal 19 Mei 2025, kami
nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
(Kefok Palu 3x)

Rapat Paripurns Dewan dan hadirin yang kam{ hormati,

Bardasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2009 Tentang Bendara, Bahasa dan Lambang Megara sera Lagu
Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan
danfatau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurma MPR,
DPR dan DPRD".

Berikaitan dengan itu ijinkan kam| mengajak seduruh hadinn untuk bardin
menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~  Hadirin dimohon berdini.

MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~  Hadirin dipersilahkan unfuk duduk kembal.

PIMPINAN RAPAT :
Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 16 Mel
2026 dengan Catatan Rapat Nomor 03.1/BM-DPROV/2025, diagendakan
Rapat Parpuma Dewan pada hari ini Senin tanggal 19 Mei 2025 dengan
sgenda !
"PARIPURNA KE -1 DAN 2 :
1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daecah
Kota Surakaria Tahun 2025 - 2029
Z. Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
3. Reperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011
tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
Dengan Acara Pokok :
# Nota Penjelasan Wali Kois;
¥ Pandangan Umum Fraksi = Fraksi
PIMPINAN RAPAT :
Rapat FParipurna Dewan dan hadirin yang kami hormati
Memasuki agenda perama pada han i yaitu Penyampaian MNota
Penjelasan Walikota atas 3 {liga) Raperda Adapun Surat Wali Kola Surakarta
yang telah disampaikan yaitu |



1. Nomeor - BIHK 01.04/1338/2025 tanggal 7 Mai 2025
Perihal Pengantar Permbahasan Rapera;

2. Nomor . BIHK 01.04/1381/2025 tanggal 14 Mei 2025
Perihal Pengantar Pembahasan Raperda,

3. Nomor ; BIHK 01.04/1382/2025 tanggal 15 Mei 2025
Perihal Pangantar Pembahesan Raparda.

Sebagaimana telsh difakukan kapan oleh Bapemperda DPRD Kota
Surakarta, 3 (tiga) Raperda usulan Pemerniah Kota Surakarta telah disepakati
untuk dapat dibshas lebih lanjut sesuai ketentuan perundangan-undangan

Berdasarkan Pasal 10 ayat {2) dan ayat (3) huruf & angka 1 dan 2
Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta disebutkan bahwa :
Aval (2) . Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan

tingkat | dan pembicaraan tngkat Il
Ayat {3) : Pembicaraan Tingkat | mediputi kegiatan :
a. Datam hal rancangan Perda berasal dan Wah Kota -
1. penjelasan \Mali Kota dalam Rapat Paripuma mengenal
rancangan Perda,
2. pandangan omum Fraks! lerhagap rancangan Perda,

Urtuk (tu, manlsh bersama-sama kita ikull den dengarkan tedebih dahulu
penyampaian Nota Penjelasan Wali Kola Surakarta Kepada Yth. Sdr. Wall
Kota Surakarta, dipersilahkan.

NOTA PENJELASAN WALI KOTA

Dizampaikan oleh Yth. Sdr. Wali Kota Surakarla

PIMP PAT :

Ternma kash kepada Yth. Sdr. Wall Kota yvang telah menyampadkan
Panjelasannya perihal 3 (tiga) Raperda Kota Surekarta yang akan menjad
apenda Pembahasan dalam Rapat DPRD.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Memasuki acara selanjutnya adalah Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
atas Nota Penjetasan Wall Kota. Unluk itu kami persitakan terlebih dzhulu
kepada Fraksi-Fraksi untuk mempersiapkan Pandangan Umum. Berdasarkan
hal tersebut, Rapat Panpurna sementara dinyatakan diskors selama 15 menit.
(Katok palu 1x)

DISKORS RAPAT PARIPURNA ]

PIMPINAN RAPAT :
Skors rapat kami cabut.
(Ketok palu 1x)



EIMPINAN RAPAT ;

Rapat Paripurna Dewan dan hadirip yang kami hormati,
Agenda kami lanjutkan dengan penyampaan Pandangan Umum Fraksi-
Fraksl atas Mota Penjelasan Walikota. Berdasarkan catatan dan Selretariat
DPRD, yang akan menyampatkan Pandangan Umum Fraksi adaish sebagai
barikut :
1. Yth, Sdr. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi GERINDRA
2. Yth. Sdri. Sri Martuti Handayani, 5.E. dari Fraksi Karya Amanat Bangsa
3. Yth. Sdri. Widyastuti, 5.50s. dari Fraksi PKS
4. Yth. Sdr. Mukti Junianto dari Fraksi PSI
5. Yth. Sdr. Rheo Yuliana Fernandez, S.E., MM dar Fraksi PDI-

Parjuangan

PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

1. Kesempalan yang pertama kami persdakan kepada Yih. Sdr. Yudha
Sindu Riyanto, S.H., MH. dari Fraksi GERINDRA, kami persilahkan
unfuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya

Tenma kasih disampaikan kepada Y, Sdr. Yudha Sindu
Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi GERINDRA, yang teiah menyampaikan
Pandangan Umum Fraksinya.

2. Giliran yang kedua, kami persdshkan kepada Yth. Sdri Sri Martuti
Handayanl, S.E. dari Fraksi Karya Amanat Bangsa, untuk
menyampaikan Pandengan Umum Fraksimya

Tanma kasih disampaikan Yth. Sdri. Sri Martuti Handayani, S.E.
dari Fraksi Karya Amanat Bangsa, yang telah menyampaikan
Fandangan Uimum dan penyerahan naskahnya.

3. Selanjutnya, kemi persilahkan kepada Yth. Sdri. Widyastutl, 5.5o0s. dari
Fraksi PKS untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.
Tenma kasih disampaikan Yih. Sdri. Widyastuli, 5.50s. dan
Fraksi PKS, yang leish menyampaikan Pandangan Umum dan
penyerahan naskahmnya.

4. Giliran yang kedua, kami persilahkan kepada Yih. Sdr. Mukti Junianto
dari Fraksi PSI, untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya
Tanma kasth disampadkan Yth. Sdr. Mukti Junianto dari Fraksi|
PSi, yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerghan
naskafinya.

5  Yang lerakhir, kami persilankan kepada Yth. Sdr. Rheo Yuliana
Fermandez, SE, MM dardi Fraksi PDI-Perjuangan untuk
menyampaikan Pandsngan Umum Fraksinya

Tenma kasih disempaican Yith. Sdr. Rheo Yullana Fernandez,
SE, MM dari Fraksi PDIi-Perjuangan, yang telah menyampaian
Pandangan Limum dan panysrahan naskahnya



PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yany kami hormati
Telah kia ikuti bersama penyampaian Pandangan Umum Fraksi
ierhadap 3 (tiga) Raperda yang berasal darl Wali Kota Surakarta, yang
salanjulnya kami serahkan kepada Wali Kota Surakarta untuk memberikan
tanggapan danfatau jewaban Wail Kota terhadap pandangan umum Fraksi
tersabut pada Rapat Paripurna selanjuinya.
Rapat Paripurns Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acars dalam Rapat
Paripurna Dewan pada hari ini Sekal lagi kami mengucapkan terima kasih
kepada seluruh hadirin alas perhatiannya mengikuli jatannya Rapat Paripurna
dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapal
Paripurna, serta kaml sampalkan permohonan maa! apabila dalam
pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.
Dengan demikian Rapat dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.
(Katok Pair 3x}

Wassalamualaikum Warchmatulloh! Wabarokatuh,
Salam Pancasifa [I!

Rapal ditutup Pukul : 17.15 WIB

Surakarta, 19 Mai 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Pimpinan Rapat, Sekreta’® DPRD,

5.H.
310 199402 1 003
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KOTA SURAKARTA

NOTA PENJELASAN WALI KOTA SURAKARTA
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN EEEE-EDI-'E_._RAHEAHG#;H PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Assalammualaikum warahmalullahl wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita'sekalian,

Syalom,

Salve,

Om Swastiasiu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Rahayu, Rahayu.

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta
|alaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakaria,

Yih, Wakil Wali Kota Surakata~Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Pejabat di
jajaran Pemerintah Kota Surakarta, pare jurnalis media celak dan

elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Puji syukur atas ridha Tuhan Yang Maha Esa, pada hari inl dapat
terselenggara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surakarta, dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tantang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dasrah Kota Surakaria Tahun
2025-2029, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyslenggaraan Rumah



Susun, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraiuran
Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan,

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Dalam rangka melaksanakan ketenfuan Pasal 17 ayat (2) Undang-
Undang Nomer 25 Tahun 2004 tentang Sistern Pembangunan Nasional dan
Pasal 264 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor & tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemernntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kera menjadl Undang-Undang, peru menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dagrah

Selanjutnya dalam Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menten Dalam Negeri
Momor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubshan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diatur bahwa RPJMD ditetapkan
paling fama B (enam) bulan setelah Wali Kota dilaniik. Berdasarkan uralan
tersebut, maka Pemerintah Kota Surakarta berkewajiban menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2028.

Sesual dengan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa RPJMD merupakan penjabaran
dari visi, misi, dan program kepala dasrah yang memuat tujuan, sasaran,
strateq|, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta
program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertal dengan
kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daarah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN).



RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-20289 memiliki peran penting dalam
mewujudkan sinergi antara kebijakan pembangunan tingkat nasional, provinsi,
dan dasrah melalui penyelarasan dengan RPJMN 2025-2029 serta dokumen
perencanaan sekloral [ainnya, antara lain Kajlan Lingkungan Hidup Strategis,
Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan limu Fengetahuan dan Inovasi
Daerah (RIPJ-PID), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dan
Rencana Pengembangan |ndustri Kota Surakarta.

RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029 memuat visi dan misi Kota
Surakarta yang kemudian diterjemahkan melalui Asta Cita Wall Kota dan Wakil
Wali Kota Surakaria sebagal berikut:

1. Program Pengembangan Kompetensi dan Peluang Kerja Berbasis
Ekosistem Ketenagakenaan,

Pragram Panguatan Daya Saing UMKM Berbasis Ekosistern Bismis;
Program Posyandu Plus Berbasis Standar Pefayanan Minimal,

Program Optimalisasi BUMD dan Pendapatan Asli Daerah;

Program Penguatan Daya Saing Kota Berbasiz Budaya, Panwisata,

AL T

Olahraga dan Ekonomi Kreatif;
Program Penguatan Ruang Publik yang Inklusif,
7. Program Surakarta Smart City, dan
Program Pengembangan Pusat Distribusi Logistik untuk Ketahanan
Pangan

RPIMD Tahun 2025-202% ini diharapkan menjadi landasan bagi
Pemerintah Kota Surakarta dalam menentukan prioritas pembangunan yang
sasual dengan kebutuhan dan potensi Kota Surakarta, serta memastikan
pencapalan target pembangunan sesuai dengan visi "Golong Royong
Mewujudkan Surakarta Berbudaya, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan® .

Rapat Panpurna Dewan yang terhormat,

Seiring dengan berambahnya jumliah penduduk  dan  semakin
terbatasnya ruang untuk permukiman, diperlukan sirategi pemenuhan
kebutuhan rumah untuk selurch penduduk, salah satunya dilakukan medalui

pembangunan Rumah Susun,



Pembangunan rumah susun merupakan safah satu upaya unfuk
memenuhl kebutuhan perumahan yang layak, karena pada dasarnya
perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia karena
perumahan bukan hanya merupakan kebutuhan hidup saja tetapi juga
merupakan sarana uniuk bersosialisasi dalam menciptakan tatanan midup

bermasyarakat.

Pembangunan dan penyelenggaraan rumah susun perlu diatur dengan
memperhatikan faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan yang hidup
dalam masyarakat, Pangaturan tersebut diharapkan mampu mewujudkan
ketertiban kehidupan di lingkungan rumah susun serta menjamin kepastian
hukum bagi penyebenggara pembangunan dan para penghuni dalam hal
pemilikan satuan rumah susun, penggunaan bagian bersama, benda bersama

dan tanah bersama

Berdasarkan pertimbangan tersebul, Pemerintah Kota Surakarta perlu
menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah
Susun yang terdin atas 19 Bab dan 131 Pasal. Rancangan Peraturan Daerah
ini nantinya mencabut dan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2011 tentang Rumah Susun karena substansi pengaturannya sudah tidak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa pengaturan terkait Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan tidak lagl diatur dalam Peraturan Daerah akan
fetapi diatur dalam Peraturan Wali Kota, sehingga perfu dilakukan pencabutan
terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Il Angka 158 Undang-Undang
Memor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
suaty peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang lingkatannya sama



atau lebih tinggl, sehingga Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu dicabut dengan Feraturan Daerah.

Dengan adanya pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011
tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diharapkan terwujud kepastian
hukum terkait pengaturan mengenal Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
yang sangat penting untuk mendukung peran seria dan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan daerah.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian Nota Penjelasan ini disampaikan, untuk selanjutnya manon
agar materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menangah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2029, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana diuraikan di
atas dapat dilanjutkan untuk dibahas sesual dengan ketentuan peraturan
parundang-undangan

Terima kasih atas kerjasamanya.

Wassalammualaikum warahmalullahi wabarakatuh

Surakarta, 17 Me 2028
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FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

Jalan, Adisuecipto No. 143 A Telp. (0271} 7124681, 735200,735201,
735202 715293, 711872 Ext. 108 Surakaria 57145

PANDANGAN UMUM
FRAKS| GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
TERHADAP
AANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH
SUSUN

RAMCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH TENTANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Assalamu ‘aloikum Wr. Wh.

Salam sejahtera bagl kita semua
Salam Pancasilal!

Yang kami harmati Saudara Waltkota Surakarta

Yang kami hormati Pimpinan Rapat, Pimpinan DPRD Kota Surskarta beserta rekan-rexan
Anggota DPRD Kota Surakarta;

Yang kami hormati segenap Jajaran Pejabat Pemerintah Kota Surskaria

Yang kami hormati parz jurnalis media elektronik dan cetak serta seluruh hadirin Rapat

Paripurna yang berbahagia;



Puji syukur senantissa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat,
ramat serta hidayahMya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini lita
dapat menghadin Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan agenda penyampaian
Nota Penjelasan Walikota dan Pandangan Umum Fraksi dalam rangka Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah {Raperda) yang dibentuk dengan tujuan untuk kemajuan
pembangunan dan kesejahteraan masyarakal, khususnya masyarakat Kota Surakarta.

Rapat Paripuna Dewan dan hadirin yang kami hormati
Sebelum menyampaikan Pandangan Umum, Kami FRAKSI GERINDRA ingln
mengucapkan terima kasih kepada :
1. Pimpinan rapat dan pimpinan dewan yang telah membenkan waktu bagi kami
untuk menyampaikan pandangan umum ini,
2. Badan musyawarah yang telah menjadwalkan sidang Paripuena.
3. Saudara Wallkota Surakarta yang telah menysmpaikan nota penjelasan.
Pada kesempatan in| perkenankan kami dari FRAKS! GERINDRA menyampalkan
pandangan umum tentang:
. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029
Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah mempelaiar dan mencermati Nota Penjelasan, maka kami menyampaikan
Pandangan Umum Fraksi sebagai berikut :

Karmi FRAKS| GERINDRA mengapresiasi penyusunan RPIMD Kota Surakarta Tahun
2025-2029 sebagai upaya untuk mendorong tercapainya kemajuan yang terukur bag
pembangusan di daerah, Namun demikian, terdapat beberapa hal yang ingin kami
mintakan keterangan lebih lanjut



1. Dalam Nota Penjelasan disebutkan bahwa REIMD Tahun 2025-2029 memuat visi
dan misi Kota Surakarta yang kemudian ditejemahkan melalui Asta Cita Walikota
dan Wakil Walikota Surskarta, Salah satu yang termuat dalamnya adalah mengenai
Program Surakarta Smart City. Kami FRAKS! GERINDRA ingin rrenanyaKan
mengenal bagaimana konsep Smart City yang digagas oleh Pemerintah Kota
Surakarta?

2. Bagalmana strategi yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta agar
capalan dan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Tahun 2025-2029 dapat tercapal sesual rencana yang telah ditetapkan?
Mahiun penjelasan.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH
SUSUN
Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah mempelajarl dan mencermati Nota Penjelasan, maka kami
menyampaikan Pandangan Umum Fraksi sebagal berikut

Kami FRAKS| GERINDRA setuju dengan dibentuknya Rancengan Peraturan
Daerah tentang Penyelengggaraan Rumah Susun. Hal ini dilandasi permikiran
bahwa jumiah penduduk yang semakin meningkat dan oroblematika keterbatasan
lahan pemukiman, Oleh karena itu, perfu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah
tertang Penyelengggaraan Rumah Susun yang leuih komprehensif. Marmun
demikian, ada hal-hal yang ingin kami tanyakan:

1. Dewasa ini perumusan kebijakan didorong untuk selalu memperhatikan aspek
lingkungan hidup atau ekologi tidak terkecuali dalam hal penyelangaraan Rumah
Susun, Kami FRAKS! GERINDRA ingin menanyakan apa upaya yang akan dilakukan
cleh Pemerintah Kota Surakarta agar nantinya dapat mawujudkan Rumah Susun
yang lebih memperhatikan aspex lingkungan? Mohon penjelasan,



2. Kami FRAKS| GERINDRA ingin menanyakan terkait substansi apa sajakah dalam
Peraturan Daerah Momar 7 tahun 2011 tentang Rumah Susun yang sudah tidak
relevan sehingga Peraturan Daerah (Perda) tersebut perlu dicabut dan digantikan
oleh Penla yang baru?

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH TENTANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN
Rapat Paripuma Dewan Yang Terhormat,

Setelah mempelajari dan mencermati Mota Penjelasan, maka kami
menyamgpalkan Pandangan Umum Fraksi sebagal berkut:

kami FRAKS! GERINDRA setuju dengan dibentuknya Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Kelurzhan sebagai wujud tertib hierarki peraturan
porundang-undangan karena sejak ditetapkannya Peraturan Menten Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa pengaturan
terkait Lembaga Kemasyarakatan Welurahan Bdak lagh diatur dalam Peraturan
Daerah akan tetapl diatur dalam Peraturan Wali Kola, sehingga periu dilakukan
pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011
tentang Lembaga Kemasyarakatan Kefurahan. Pada prisipnya, Kami FRAKSI
GERINDRA senantiasa mendulkung upaya Pemerintah Kota Surakarts untuk
menciptakan produk hukum yang berkualitas baik secara proses pembentukan
maupun substansi peraturan. Kami FRAKS| GERINDRA memaharmi bahwa langkan
Pencabutan Peraturan Daerah MNomor 11 Tshun 2071 tentang lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan merupakan upaya untuk melakukan harmonisasi dan
sinkronisasi peraturan perundang-undangan untuk mencegah teradinga kondis

tumpang-tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan,



Demikian pandangan umum kami dari Fraksi GERINDRA sampaikan, atas perhatian

dan tanggapannya diucapkan terima kasih.
Wasselamu ‘alaikum Wr.Wh.

Salam Pancasilal!

Surakarta, 19 Mei 2025

FRAKS| GERINDRA
DEWAN PERWANKILAN RAKYAT DAERAH

ketua Cekrataric

Yudha Sindu Riyanto, SH., MH. f m.;;-‘-i;?’ Agung Harsakti Pancasiia

Yang Membacakan,

Yudha Sindu Riyanto, 5.H., M.H.



" FRAKSIKARYA AMANAT BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
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FANDANGAN UMUM FRAKSI KARYA AMANAT BANGEA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA STRAKARTA

Terhadap:

|. Rancapgin Peratursn Dasroh femang Rencana Pembangunan Jangsa Mencngah
Dacrah (RPIMD) Kota Sorakarts Tabon 2025-2029

2. Rancangan Peraturnn Dacreh tentang Penpelengrann Rumah Sedun

3. Rancangnn Persturan Dacral tentang Pencabutan Peraheran Doerah Nomor 11
Tabun 2011 enteng Lembags Kemnsyarakatan Kelurahan

Arsalomy ‘alal waerahmoiuliohs wabarakomh,

Ralamn sejabitera bagi kita semua,

Om Swastiasi, Namo Buddhaya, Salnm Kebajikan, Rahayu,
Salom Pancasilo

¥ang kami hormati:

Pimpinan Rapat Panpuma

Walikota dan Wakil Walikota Surakarta

Angzota DPRD Ko Surakurta

Temu undangsn dan Wanawan yang berbnhagin

Pada kesempatan ini, Frake: Kayn Ainanat Bangsa menyampaikun pundangain umum
atas fign Rancengan Peoatucan Deesah ypng teloh disampaikan dalam Nota Penjelasan
Wili Kota Surakara Kami menyumpaikan apresiasi alas langkah-langhah inisiasi
peraturun yang dilakukmn obeh Pemerintah Kotn Surakarts. Namuon demikian, sctagn
mitra keitis yang konstrubtif, kami memandang perlu unik menyumpatkan heherapa
catuian penting sehagnd berkut.

1. Raperda tentang RPIMD Ko Suraxariu Tehun 2023-2019

Fraksi Kerya Amanst Bangsa mengakui urgensi dan kewajiban hukum perynsanan
RPIMD, sebagaimana distur dalnm Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Kami
mencermli bahwa visi “Gotng Royeng Mewujudkan Surakarta Berbudnya, Maju,
Sejuhtern, dan Berkelanjutan” yang diturunkan dalam delspan  Asta Cita

mencerminkan semangat progresif pembangunen dacruh,
Mamun demijian, kami mencital beberapa poin ¥ang memerlukan ponajima:

#) Kolierensi dan sinkronisasi antaera RPJMD dengan REJPD serte REIMN beium
dijaharkon secara konkre! dalam Nota Penfelassn, teruiama dolam konteks
indikator makro pernbangunan seperl pengurangan kemuskinan, pengungiurin
terbuka, dan pertumbubim ekonom lokal,




FRAKS! KARYA AMANAT BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
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b) Penguatan peran publik dan partisipas masyarakat dalam penyusunen dokumen
perencansan im mash belm fergambar scorn felas, padahal partisipssi
mesyurabat adalah eclemen penting dalam peTeranian yang demokrtis dan
inkhusif,

¢) Kami meminm kejelasan lebih lanjut mengenai kerangha pendanzan indikatf dua
srategi pendaymgunaon BUMD, ying saat inf menjadi perhatian publik seiring
dengan isu efisienst dan transparansi kegangan dscrah,

Fraks| kami berharap RPIMD ini tidak sekadar menjadi dokumen normatif, tetapi
mampi menjadi peta jalan tvata yang berpijak pade realitas, berpandangan jauh ke
depin, serta mampy mengantisipasi tantangan global dan loknl,

Rapat Paripurog vang kami hormati,
2. Ruperds tentang Penyelenggaraan Rumih Sasin

Fraksi Karva Amanst Dengse memabami bohwn pembunpunan nomeh  susun
merupakan  jawahan  atss  keterbatasan lwhan dan  meningkamyn kebutuhan
permukiman vang layak. Nawman demikian, dslam penyusingn reguiss i, knepi
menyoroti beberapa aspak krusial:

%) Fraksi kami menild bobws subsunsi pengatomn umah susun hares lebll
berpihak kepeda masyarakat berpenghasibin rendih (MBR), buban semsti-imat
menjadi solusi komersialisasi bunian vertikal,

b) Perlu disorot bahwa pengalaman sebelumnyd terkuit pengelolaan ramah susun
sering menimbulkan persoalan sosial, sepertl keddukjelusan siwus keperliknn,
pengelolsan fasilitas umum bersama, dan konflik horizontl aster penghun,
Maks dari itu, espek kelembagean, pengawasan, don mediasi konflik peh
ditegaskan dalaity Raperda imi.

Kami mendorong Pemerintah Kotn untuk menjadilen Raperda inl sebugai landasan
kebijakan perumahan inkiosi, adil, dia barkelanjulan,

Rapat Paripurna yang kami hormat.

i Rapends Pencabutan Perdn Nomor 11 Tabun 2011 temisng  Lembagy
Kemasynmkatan Kelurahun

Fraksi Karya Amanat ‘Bangsa memahami bahwa sdanye Permendogti Nomer 8
Tahuy 2018 telah menpubsh mekanisme penpaturan lembaga Renmsynrakalin
Kelurahan dari Peraturan Docrah ke Peratursn Wali Kota




FRAKS| KARYA AMANAT BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
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Numun demikian, kami mengingatkan beborapa hal penting;

gy Meskipun pencabutn ini bersifat sdministratif, peran Lembage Kemugyarakatan
Kelumhan sebagai wadsh pertisipasi masyarakat tidak beleh tergerus hanya
korena pergesersn regulanT.

by Pemerinth Kota horus memastion buhwa pengasturan delam Perntusan Wali
Kota tidak mereduksi peran, logitimasi, dan snggparan bagi lembago-lembaga
masyarakat, seperti LPME, PEK, Katang Taruna, dan Junuys

Rupat Paripuroa yang kami hormati.

Fraksi Karyn Amumat Bangsa menyatakan babwe ketign Raperda int layek univk
dibahas lebsh lanjot datam forum pembahasen DPRD, dengsn caliton halwa substans,
implementasi teknis, serta implikasi sostal dnrl masing-masing Raperda hatus benar-
benur diugi don dikritis) bersama.

Demikian pandasgan umum i kaml sampaikan sebagai wujud tangging jawad du
komitmen Fraksi Karva Amisat Bangss techadap tala kelola pemerintahen dnernh
vang demokrntia, purtisipatif, don bérorientasi pada kepentingan rmkyal
e
g
Wartalams al otk waraheandlaohl walaratan

FRAKS] KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
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FRAKS! PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

PKS Jalen Al Sucipto Mo, 143 A Telp, (0271 711841 Emai phkeajahiora_soigyanos ook

Fae (0271) T1TE20 SURAKMARTA ST145

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
TERHADAP:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2025-2029

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyalenggaraan Rumah
Susun

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Perda Nomor 11
Tahun 2011 tentang Lambaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Assalamu’alaikum warshmatuliahi wabarakatuh.
Salam sejahtera uniuk Kita semua.
Yang kami hormai
» Pimpinan dan Anggola DPRD Kota Surakarta,
« Wali Kota dan Wakil Wall Kota Surakarta,
. Para Peiabat Perangkat Dasrah Pemerintah Kola Surakaria,
. Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik, sera
« Hadirin yang barbahagia.

Segala puji dan syukur marian kita panjatkan ke hadiral Allah Subhanahu Wa
Ta'sls, atas impahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan
dan kekuatan sehingga dapat mengikuli rapet panpurma pada han ini dalam
suasana yang penuh samangat dan kebarsamaan



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Suciptn Mo 143 A Telp. (0271) 711841 Emad | paejatlar_solo@yahoo.caid
sz Fax, (0271} 717620 SURAKARTASTI4G

Rapat Paripurma Dewan yang Kami Hormati,

Fraksi Parai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kots Surakara manyampaikan
apresiasi dan terima kasih kepada Saudara Wall Ko Surakarta atas
penyampalan Nota Penjelasan terhadap figa Rancangan Peraturan Daeran
{Raperda) pada rapat paripuma hari ini,

Sehubungan dengan ketiga Raperda tersabut Fraksl PKS menyampaikan
beberapa catatan, pandangan, sera permohonan penjelasan sabagai berikut:

1. Raperda tentang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029

Fraksi PKS menyambud baik penyusunan RPJMD yang mengacu pada
visl dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpiih serta keselarasan
dengan dokumen RPJPD dan RPJMN.

Mamun demikian, Fraksi PKS memohan penjelasan lebih lanjul atas
beberapa hal berikut

a Bagaimana strategl konkret Pemerintah Kela dalam memastkan
kaginambungan antara program RPIMD sebelumnya dan RPJMD
2025-20287

b Apa indikator keberhasiian untuk delapan Asta Cita yang dimuat datam
RPJMD, dan bagaimana iolok ukur pencapaiannya &kan dimanitar
sacara transparan? Mohon penjelasan,

2. Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

Fraksi PKS memandang pentingnya pembarian regulasi lentang
panyelenggaraan rumah susun, mengingat kebutuhan hunian vertikal
yang semakin tinggi di tengah keterbatasan tahan di Kota Surakarta



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

Jodan Adi Sucipto Mo, 143 A Tolp. (0271) 711841 Emall - phasfahtera_solo@yahoo.co.id
sz Fax. (0271) TITE20 SURAKARTA 57145

a Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kualitas pambangunan
dan pengeloiaan rumah susun cieh pengembang?

b. Bagaimana Pemerintah Kota Surakarta mengantisipasi risiko konflik
sosial atau pengabaian fungsl sosial dalam Engkungan rumah susun?

¢ Saiah satu perscalan yang muncul saat inl adalah tarkad slatlus
Kependudukan dan Pencatatan Sipd penghuni rumah susun. Apakah
substans! Ini telah distur dalam Raperda dimaksud? Mohon penjelasan

3, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Memor 11 Tahun
2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Kami memahami bahwa pengatren [embaga Kemasyarakalan
Kelurahan (LKK) feiah diafihkan dar Perds ke Peraturan Wali Kota
herdasankan Parmendagn Nomor 18 Tahun 2018,

Namun demikian, Fraksi PKS menflai penting wntuk letap memperkuat
poran serla masyarakal dalam pembanguran kelurahan, Sehubungan
dengan iu, kami memohon penjelasan sebagal benkul

a Bagaimans jaminan bahwa padisipasi masyarakal dalam
pembangunan kelurahan tetap kuat meskipun tidek lagl diatur mielalui
Perda?

b, Bagaimana substansi pengaturan dalam Perwall terkal makanisme
partisipasi publik akan dirancang dan dimplemantasikan?

c. Dalam masa fransisi saat ini, pengaturan LKK akan diatur melalul
Perwali sesual amanat Permendagri Mo 18 Tahun 2018, Namun ke
depan, bagaimana pandangan hukum Pemerntah Kota tarkar
kemungkinan diatumya kembali LKK melalui pembentukan Perda baru?
Mohon penjelasan



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 ATalp, (D271) 711841 Emall ; prseaniera, selnyahon. oo id
PKS Fax, (0710717620 SURAKARTA 57145

Rapat Paripuma Dewan yang Kami Hormati,

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Fraksi PKS berharap
pembahazan ketga Raperda dapat dilakukan secara komprehensif, fransparan,
dan melibatkan saluruh pamangku kepentingan, sehingga melahirkan regulas
yang berkualitas dan berplhak kepada kepentingan masyarakal luas

Akchirul keatam, wabilahi taufly wal hidayah.
Wassalamu'alaikum warahmatuifahi wabarakatuh.

Surakarta, 19 Mei 2025

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
AEADLAY Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

M. Nafl’ Asrert; 5.7,
Sekretaris

\

Juru Bicara



PANDANGAN UMUM
FRAKSI PSI
DPRD KOTA SURAKARTA

DI SAMPAIKAN OLEH ;
MUKTI JUNIANTO

Pada Rapat Paripuma DPRD Kota Surakarta
Surakarta 19 Mei 2025



PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2028,

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
RUMAH SUSUN

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN

DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Assalamu alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

SALAM PANCASILA !l

Yang kami hormati Bapak Walikota dan Wakil Walikota Surakarta,

Yang kami hormati pimpinan rapat dan pimpinan DPRD Kota Surakarta,
beserta rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarts,

Yang kami hormati Jajaran Pejabat Pemerintah Daerah Kota Surakarta

Yang kami hormati rekan-rekan wartawan media elektronik dan cetak, serta
hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita sanjungkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan anugerah-Nya yang tiada terkira
kepada kita sekalian, Sehingga pada harl ini kita bisa mengikuti Rapat Paripurna



DPRD Kota Surakarta, dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi -
fraksi terhadap :

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
SURAKARTA TAHUN 2025-2029,

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Rapat Paripurna yang kami hormati,

Adapun pandangan umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Kota
Surakarta terhadap Peraturan Daerah perihal Tentang :

Pertama Rancangan Peraturan Daerah Tenlang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2029, adalah sebagal

berikut:

Fraksi PSI MENDUKUNG PENUH program kepala daerah yang
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah
dan keuangan Daerah, sea program Perangkat Daerah dan linias
Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pencanaan barsifat
indikatif untuk jangka wakiu 5 {limaﬁ?ang kemudian diterjemahkan
melalui Asla Cita Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta kedalam 8
program tersebut yang telah disampaikan oleh Wallkota Surakarta. Fraksi
PS| bertanya kembali kepada Wallkota dan Wakil Walikota sebagai
benkut ;

pertanyaan kami F-PSI pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-
2029 8 program tersebul sebagai berikul:

Pertama Bagaimana langkah Pemerintah Kota Surakarta dalam
menangani peluang kerja berbasis Ekosistem di Kota Surakarta?



Kedua Apakah langkah pemerintah Kota surakaria untuk meningkatkan
UMKM Solo berbasis ekosistem bisnis bisa naik kelas dan bersaing di
pasar global?

Ketiga Pos yandu plus yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta untuk
meningkatkan standar pelayanan agar tindak terjadi tumpang tindih
kebijakan anggaran? serta apa yang dilakukan Pemkot agar tidak terjadi
ketidak sinkronnanya petugas pos yandu plus di lapangan dengan OFD
terkait di lapangan?

Keempat Bagaimana Strategi Pemerintah kota Surakarta untuk mencapai
optimalisasi dan pencapaian pendapatan daerah dengan kondisi efisiensi
dan pencegahan kobocoran pandaapatan daerah?

Rapat Paripurna yang kami hormati,

Kedua Tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan
rumah susun adalah sebagal berikut:

Fraksi PSI Setuju dengan perihal tentang Perda tersebut unk dilakukan
Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya mencabut dan menggantikan
Paraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah Susun karena
substansi pengaturannya sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Pertanyaan kami F-PSI pada perda ini:

1. Bagaimana Upaya pemkot dapat menjamin keuntungan kepemilikan
Unit Rusun tetap terjangkau bagi Masyarakat kota solo?

2. Apa langkah konkret untuk memantau dan menindak pelanggaran
teknis bagl penghuni rumah susun?

3, Mekanisme apa untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan
penghuni rumah susun?

Rapat Paripuma yang kami hormati,

Ketiga Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Momor 11 Tahun 2011 Tentang  Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan adalah sebagai berikut:

Fraksi PSI Setuju dengan perihal tersebut diatas yang mengacu pada
ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa pengaturan terkait Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan tidak lagi diatur dalam Peraturan Daerah



akan tetapl diatur dalam Peraturan Wali Kota. sehingga perlu dilakukan
pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun
2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
DPRD Kotz Surakarta terhadap perinal Perda tersebut diatas Ini kami
sampalkan. Atas perhatian semua pihak dalam mendengarkan dan
memperhatikan pandangan umum ini, kami sampaikan terima kasih yang
sebesar-besarnya.

Wassalamualailum Wr Wb.

Surakarta, 19 Mej 2025
Fraksi PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Juru Bicara



FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ji. Adi Bucipto No. 143 A Telp, (0271) 730891, 711854, 711878, 742192, 731150, Fax. (0271)717620
SURAKARTA

§T145

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Terhadap
NOTA PENJELASAN WALIKOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Tantang
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURAKARTA

TAHUN 2025-2029, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
e — — ——— e ———— . ———————

SALAM PANCASILA I!

MERDEKAI!

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang, Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Saudara Walikota dan Wakil Walikota

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan Pimpinan Dewan

Yang terhonmal rekan — rekan anggota Dewan, Jajaran Eksekutif, rekan rekan wartawan beserta
saluruh hadirin yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kenadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan
rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini, kita dapat menghadir
rapat panpurna Dewsn Perwakilan Rakyat Dasrah, dalam keadaan sehat tak kurang satu apapun
dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,
Menanggapl terhadap Nota Penjelasan Wali Kola Surskarta Dalam rangka Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah, yang telah disampadan Saudara Walikofa dalam Nota Penjelasan

pada Rapat Paripuma Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surzkarta pada hari Senin, 19 Mei
1



2025 kepada Dewan untuk dibshas, kami Fraksi Paral Demokrasi Indonesia Perjuangan
mencermati beberapa hal sebagai berkut |
1. Kami Mencermatl dari Nota Penjelasan Wallkola lentang Rencana Pembangunan Jangka
Manengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Pasal 263 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriniah Daersh bahwa RPJMD
merupakan penjabaran darf visi, misi, dan program kepala dasrah yang memuat tujuan,
sasaran, sirateqi, arah kebijskan, pembangunan Daerah dan keungan Daerah, sera
program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangia
pendanaan bersifal indikatif untuk jangka waktu 5 (lma tahun) yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam Nota Penjeiasan
disebutkan bahwa RPIMD Kola Surakaria Tahun 2025-2029 dinyatakan memilii peran
penting dalam mewujudkan sinergi antara kebijakan pembangunan fingkat nasional,
provinsi, dan daerah melalui penyelarasan dengan RPJMN 2025-2029 serta dokumen
perencanaan sekioral lainnya, antara lain Kajlan Lingkungan Hidup Sirategs, Rencana
Induk dan Peta Jalan Pemajuan limu Pengelahuan dan Inovasi Dasrsh (RIP.-PID),
Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dan Rencana Pengembangan Indusin
Kota Surakarta. RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029 memuat visi dan misi Kota
Surakarta yang kemudian diterjemahkan melalui Asta Cita Wali Kota dan Wakil Wal Kota
Surakarta sebagal berikut:
a Program Pengembangan Kompstensi dan Peluang Kera Berbasis Ehnsistem
Ketenagakerjaan;
Program Penguatan Daya Saing UMKM Berbasis Ekosistern Bisnis;
Program Posyandu Plus Berbasis Standar Pelayanan Minimak,
Program Optimalisasi BUMD dan Pendapatan Asi Daesah;
Program Penguatan Daya Saing Kola Berbasis Budaya, Pariwisata, Olahraga dan
Ekonomi Kreatif;
I. Program Penguatan Ruang Publik yang Inklusif
g. Program Surakarta Smart City; dan
h. Program Pengembangan Pusat Distribusi Logistic untuk Ketahanan Pangan
RPJIMD Tahun 2025-2029 ini diharapkan menjadi landasan bagi Pemerintah Kota
Surakarla dalam menentukan priortas pembangunan yang sesuai dengan
ksbutuhan dan polensi Kota Surakarla, seds memasfikan pencapaian target
psmbangunan sesual denganyisi 'Golong Royong Mewujudkan Surekarta
Berbudaya, Maju, Seiahtera dan Berkelanjutan”

= B =
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Pertanyaan kami adalah:

1. Apa yang dimaksud Pengembangan Industri Kota Surakarta relevansinya cengan
Program Asta Cita saudara dan visi-misi saudara, mengingat Surakarta bukanian Kata
Industri melainkan Kota jasa, budaya, dan pariwasala

7. Berkallan dengan Kajian Lingkungan Hidup, ruang terbuka hijau merupakan bagian
dari Lingkungan Hidup yang harus ditingkatkan dan berkslanjutan, bak secara
kuantitas maupun kualitas. Bahwa Undang-undang telah mengamanalkan untuk niang
farbuka hijau atau RTH sebesar 20% dar ruang wilayah kota pertanyaan kami Berapa
jumiah RTH Kota Surakarta di tahun 2020,2021,2022,2023,2024, dan axiiﬁuan
datimana data tersebut saudara peroleh? Dan bagaimana kuslitas lersebut se
indikator apa yang dijadikan penilaian?

3. Terkail rasionalitas program prioritas yang sudah dijelaskan dalam Nota Penjetasan
Wali Kola, kami mengapresiasi terkail inisiabf 8 {defapan) program priorilas yang
sudah dielaskan dalam Nota Saudara, Kami peru menyampaikan gpakah dalam
mernumuskan program lersebut sudah dilakukan kajian dampak lintas sektor sabelum
detapan program itu dipiih sebagal program prioritas? Serla mengapa di dalam naskah
akadamix RPIMD dan nota penjelasan RPIMD tidak melampirkan peta sebaran
wilayah targel pembangunan dan indikator capaian target program fersebut?

4. Dalam Naskah Akademik RPJMD disebutkan bahwa RPIMD selaras dengan RPJMN
dan RPJPD namun kami ingin mempertanyakan penyesuaian 8 (delapan) program
prioritas tessebut apakah sesuai dengan kebutuhan lokal (Kola Surakara) atau
program lersebut adalah program arahan dari pusat yang sudah ada namun di inovasi

yang menjadi program kebertanfutan yang diterapkan di Daerah?

Rapal Paripurna Dewan Yang Terhormat
Menanggapi lerhadap Nola Penjelasen Wali Kotz Surakarta Dalam rangka Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun yang telsh disampatkan
Saudara Walikota dalam MNota Penjelasan pada Rapat Paripuma Dewan Perwakian Rakyat
Daerah Kota Surakarta
1. Kami mencermati di dalam isl Nota Penjelasan Saudara Wall Kota Surakarta dielaskan
bahwa Pemerintah Kota Surakarta periu menyusun Rancangan Peraturan Daerah lenlang
Penyalenggaraan Rumah Susun dengan lujuan mencabut dan menggantikan Peraturan
Daerah Momaor 7 Tahun 2011 tentang Rumah Susun karena subsiansinya pengaturanya
sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam nota

penjelasan saudara tidak dijelaskan dan tidak dijabarkan ketidaksesuaian Peraturan
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Dasrah fersebul di dalam nota penjelasan saudara wall Kota, Mohon untuk dijelaskan
secara ringi terkalt kefidaksesuaian Peraturan Daersh Momor 7 Tshun 2011 tentang
Rumah Susun, yang menjadi dasar untuk pencabutan Peraturan Daerah,

2 Sefslah mencermall pada bagian perfimbangan Nota Penjelasan Wali Kota lerkait
Rancangan Peraluran Dasrah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun kami memandang
seberapa urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
sehingga saudara Wali Kota dirasa perlu membahas?Selanjutnys, yang ngin kami
sampaikan dalam Nota Penjelasan ini juga idak menjelaskan secara singkat terkad target
maupun output untuk mengukur efekbvitas Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Rumah susun.

Rapat Paripuma Dewan Yang Terhormat

Menangaapi terhadap Nots Penjelasan Wall Kota Surakarta Dalam rangka Pembahasan
Rancangan Peraturan Dasrah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 201
Tantang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mohon dijelaskan:

1. Kami mencermati bahwa di dalam Nota Penielasan terkait Pencabutan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dijelaskan fujuan
dari adanya pencabuten Peraturan Daerah Nomer 11 Tahun 2011 lentang Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan diharapkan terwujud kepastian hukum terkail pengaturan
mengenal Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang sangal penting untuk mendukung
peran sarta dan pariisipas Masyarakal dalam Pembangunan daereh, Namun kami
mencarmatl di dalam nota Penjelasan tidek ada penjelasan terkait penggant Peraluran
Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyrakatan Kelurahan yang kami
ingin kami sempaikan, apakah saudara Wali Kota sudah menyiapkan pengganti Peraturan
Daerah Nomer 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan? Karena,
jika Perda tersebut dicabut maka akan terjad| kekosongan hukum yang bisa menimbulkan
potensi konflik maupun hambatan pada proses berjalannya kelembagaan tersebut dan
untuk mengatasl masa transtsi? Jika sudah apakah pitak pemerintah dalam pembentukan
perwall tersebut mellbatkan pihak-pihak lerutama lembaga Kemasyarakatan Tingkat
Kelurahan 7

2. Apakah pars pengurus yang sudah habis masa [abatannya masih bisa menggunakan
anggaran APED 20257

3. Kami juga ingin menanyakan kepada saudara wall Kota apakah dalam proses sebelum
pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan



malibatkan pihak Lembaga Kemasyarakatan dalam Forum Group Disscussion (FGD)
ataupun forum-orum lain?

Rapat Paripurna Dewan Yang Berbahagis,

Demikianiah pemandangan kami ferhadap Mola Penjelasan Wali Kola dalam Rangka
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada rapat paripuma harl ini. Tidak lupa Kami
ucapkan banyak terimakash pada seluruh hadidn yang ada, dan semoga Tuhan Yang
Mahakuasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua, sehingga kita akan
dapat menjalankan lugas kita dengan baik dan akan bermantaat bagi masyarakal. Terimakasin.

SALAM PANCASILA [l
MERDEKA Ili
Wassalamu'alaikum Wr. Wh.

Surakarta, Senin 19 Mei 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKS! PARTAI DEMOKRAS! INDONESIA PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA

SEKRETARIS
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA
RISALAH RAPAT PARIPURNA
Tahun Sidang D 202412025
Masa Persidangan n
Jenis Rapat - Rapat Paripurna
Sifat Rapat Terbuka
Hari | Tanggal Rabu, 21 Mel 2025
Wakty ; 13.00WIB
Tempat Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara © PARIPURNA
1. Raperda tentang Rencans Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kots Surakara Tahun 2025 -
2029
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
3. Raperca tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2011 feniang Lembaga
Kemasyarakalan Kslurahan.
Dengan Acara Pokok :
» Jawaban/Tanggapan Wall Kota;
¥ Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas.
Pimpinan Rapat . Budi Prasatyo, 5.508., MAP
Sakretaris Rapat ¢ Kinkin Sultanul Hakim, S.H., MM,
Hadir . A, Anggota DPRD Kota Surakarta

39 dari 45 orang Anggola dangan rincian

1. Freksi PDI Perjuangan

18 dan 20 orang Anggota
1. Budi Prasstyo, 5.50s., MAAF.
2. YF. Sukasno, S.H, MH.
3. Roro Indrad Sarwo Indah, S.H.
4. Suharsono, SH., M.H.
5. Misgiman Bambang Cahyono
6. Baruna Wasita Aji



7. Sii Muslikah, 5.50s., M.AP.

8. Janjang Sumaryono Aji, S.P.

8. Wahyu Haryanio, 5.E., Ak, CA.
10, Reny Kamioro

11. Joni Scfyan Erwandi, S H.

12 Giyatno, A.Md

13. Suwanlo

14 Honda Hendarto

15, Ekya Sih Hananto, S H., M.H.
16. Ngadiyo

17. Sagita Puspita Wiranata, 5.Pd.
18, Rheo Yuliana Fernandez, S.E., M M.
19. Terty Maharani Gunawati, 5.Th,

2. Fraksi PKS
6 darl 7 orang Anggota
. Daryona, S.T.
. Widyastuti, 5.50s.
. Sugeng Riyanto, 5.5
. Dr. Sakidi, S.E., Ak, M.SL
. Muhammad Nafl Asror, 5T
. Salim

3. Fraksi PSI

5 dari 5 orang Anggola
1. Muhammad Bital, S H.

2. Sonny, S.T.

3. Tr Mardiyanto

4, Herson Rikumau, 5 Kep.
5. Mukti Junianio

4. Fraks: GERINDRA
3 dari 5 orang Anggota
1. Yudha Sindu Riyante, S.H., M.H.
2. Yanuar Sindu Riyanio, 5.7, M.T,
3. Agung Harsakij Pancasila Pulra
5 Fraksi Karya Amanat Bangsa
& dari 8 orang Anggota
. H. Achmad Sapari, M.M.
. H. Agus Sstiawan, SH
. Drs. Taufigurrahman
. Mukarromah, 5.50s,
. Sri Mariuti Handayani, S.E.
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JALANNYA RAPAT PARIPURNA

Pagat dibuke Pukul ; 13.45 WIB,

IMPINAN RAPAT) :

Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta yang dalam hai ini diwakill oleh Wakil Wali
Kota Surakaria,

Yang kami hormati, Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan.

Yang kami hormati,
Sekretanis Daerah Kola Surakaa beserta Jajaran Kepala OFD di
Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,
Rekan-rekan warlawan dan media elekironik dan media catak, sera
hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Asalamualaikum Warohmatuliohi Wabarokatuh.

Salam Sefahtera bagi kita semua.

Salam Pancasila I}

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allsh SWT, atas karunia
dan rahmat-Nya yang telah diimpahkan kepada kita semua, sehingga pada
kesampatan yang baik ini dapat bersama - sama mengikuli Rapat Paripurna
Dewan pada har ini dalam keadaan sehal wal' afial Kepada seluruh famu
undangan kami sampaikan terfima kasih yang tetah berkenan meluangkan
wakiu mengikutl jalannya Rapat Paripuma Dewan pada hari ini

Sebelum Rapat Paripuma kami nystakan dibuka, kepada Sdr.
Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota
Dewan sesual dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dipersitahkan.

Yth. Wakil Wali Kota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota
Dewan beserta hadinn yang kami hormati. Kami laporken bahwa Rapat
Paripurna DPRD Kota Surakarla yang diselenggarakan pada hari ini Rabu
tanggal 21 Mei 2025 dihadin oleh 39 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir
B orang Anggota Dewan. Adapun nema Anggota Dewsan yang tidak / bsium

hadir adalah sabagai berikut :
1. Ardianto Kuswinamo, S.H, - F. GERINDRA
2. Agus Widodo, 5.T., MM, - F. PDI Perjuangan
3. Kevin Fabiano, S Pd., M.Or - F. POI Perjuangan
4, Kevin Candra Sadewa - F. GERINDRA
5. Sugiyarsono - F. Karya Amanat Bangss
€. Sekar Tandjung - F. Karya Amanat Bangsa

Demikian faporan presensi hadir Anggota DPRD Kota Surakara.

PIMP :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telsh metaporkan
kehadiran Anggota Dewan. Sebagaimana ielah dibacakan oleh Sdr.
Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 38 Anggoia
Dewan.



Sesual dengan Pasal 124 Ayat (1) huruf ¢ Peraturan DPRD Kota
Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Surakarta disebutkan bahwa "Rapat Paripurna
memenuli kuorum apabila dihadiri ofeh lebih dari ¥ (satu perdua)
jumlah Anggota unfuk Rapat Paripurna sefain rapat sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b.”

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebul
Rapat Paripuma ini tefah memenuhi kuorum.

Unfuk itu, Rapat Paripumna pada hari inl Rabu, 21 Mei 2025, kami nyatakan
dibuka dan terbuka untuk umum.
(Kefok Palu k)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomaor 24
Tahun 2009 Teriang Bendera, Banasa dan Lambang Negara sea Lagu
Kebangsaan disebutkan bahwa “Lagu kebangsaan wajlb diperdengarkan
danfatau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripuma MPR,

Berkaitan dengan iy, ijinkan kami mengajak seluruh hadin untuk
berdiri manyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

e Hadirin dimohon bardin

MENYANYIKAN
LAGL KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ Hadirin dipersitahkan untuk duduk kembal

RAPAT) :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormatl,
Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 16 Mei
2025 dengan Catatan Rapat Nomor 03.1/BM-DPRD/V/2025, diagendakan
Rapal Panpuna Dewan pada hari inl Rabu tanggal 21 Mel 2025 dangan
agenda :
*PARIPURNA Hii
1. Raperda tertang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Surakarta Tehun 2025 - 2029
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
3. Raperda lentang Pencabutan Peraturan Daerah Momor 11 Tahun 2011
tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan,
Dengan Acara Pokok :
¥ Jawaban/Tanggapan Wali Kota;
¥ Penstapan Alat Kelengkapan yang Membahas.

Rapat Paripurna Dewan dan kadirin yang kami hormati,

Marilsh memasuki agenda periama harl inl yatu penyampaian
Jawaban/Tanggapan Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi,
Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1
Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, dissbutkan bahwa
“Pembicaraan Tingkat | meliputi keglatan :



a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Wali Kota :
1. penjelasan Wali Kota dalam Rapat Paripurna mengenai
rancangan Perda;
2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
1, tanggapan danfatau jawaban Wall Kota terhadap pandangan
umum Fraksi
Sebagaimana Nota Penjelasen Wali Kota dan Pandangan Umum
Fraksl terhadap 3 (liga) Raperda yang berasal dari Wall Kota teiah
disampaikan pada Rapat Paripurna hari Senin, 19 Mei 2025 Untuk itu,
kepada Yth Sdr Wali Kota Surakarta yang dalam hal ini dwakili oleh Wakil
Wali Kota Surakarta dipersilakan untuk menyampaikan Tanggapan danfatau
Jawaban Wali Kota.

TANGGAPAN | JAWABAN WALIKOTA

Disampaikan cleh Yth. Sdri. Wakil Wali Kota Surakarta

(SUHARSOND, 8.H,, .M.} ;

Interupsi pimpinan, yang pertama mencermali jawaban dan Wall Kota
yang ditanyakan oleh Fraksi PDI Perjuangan lentang data Ruang Terbuka
Hijau itu pertanyaannya ada dokumen itu dambdl dan mana, data diambil dar
mana itu belum terawab. Kemudian dan data yang dipaparkan flu ada yang
salab, di Perda Nomor 4 Tahun 2021 umiah Ruang Terbuka Hijau sudah
mencapal 12.45% tetapi disitu di awal 2020 baru mencapai 8,70 berapa ini.
Jadi ada data yang satah itu, kami khawatir nanti Pak Wall atau bu Wawal
diberi data yang tidak pas. Jadi tolong dikonfirmasi datanya diambil darimana
sehingga jelas karena kalau di Perda Nomor 4 Tahun 2021 itu sudah jefas
bahwa jumlah RTH di Kota Surakaria, RTH publik mencapal 12,45%. Tenma
kasih Pimpinan.

(PIMPINAN RAPAT) :
Terima kasih Mas Harsono. Bu Wawal mungkin bisa dikoordinasikan

sabentar tarkalt tadi yang belum tedawab sama konfimasi data saja. Monggo,
saya skors 10 menit

(Kedok Palu 1x)
[ DISKORS RAPAT PARIPURNA J
(PIMPINAM RAPAT) :
Skors rapal kami cabul
{Ketok Paly 1x)
Diparsilakan kapada Wakil Wali Kota untuk menyampaikan penjstasan.

(WAKIL WAL] KOTA SURAKARTA) :

Tenma kasih atas pertanysannya bapsk Jadl memang tadi yang
dipertanyakan sumbemya dari mana belum dielaskan, tadi sudah saya
sampaikan di Nola Jawaban. Data kami mungkin berbeda sumber pak, jaoi
angkanya juga berbeda didapatkan dari dokumen Informasi Kinera



Pengedolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Surakarta, Jadi untuk lebih lanjut
dari apa yang disampaikan bapak nanti akan dibahas di Pansus.

(SUHARSONO, $.H., M.H.} :
Ity kan ada tahun-tahunnya bu, Sumber itu tahun berapa. Tadi tahunnya

belum disebutkan

iL WALI KOTA :
Sampun.

(PIMPINAN RAPAT) :
Sudah Mas Har, tahunnya itu.

(SUHARSONO, S.H., M.H.) :
Ya maksud saya, dar sumber kinerja apa tadi fu yang tahun berapa

(PIMPINAN RAPAT) :

Yang di DLH. Jadi itu kemarin juga menjadi pengkntisan di pansus LKPJ, Jadl
besok rekomendesi dari DPRD juga akan disampaikan dan itu menjadi
calatan yang hans diparhatikan oleh Pemerntah Kota sekaligus ini
menyambung pada saal pambahasan pansus fu menjadi matsn yang periu
disesuaikan. Saya kira cukup, kita lanjutkan.

TPl RAP H
Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Surakarta yang telah
manyampaikan Tanggapan dan/atay Jawaban Walikota dan terima kasih atas
penyarahan naskahnya

Rapat Pzripurna Dewan dan hadirin yang kamil hormat],

Memasuhi ecara selanjuinya yaitu Penetapan Alat Kelengkapan
Yang Membahas. Sebagaimana hasil Rapal Badan Musyawarah tanggal 18
Mai 2025 telsh disepakati untuk merekomendasikan pembahasan Raperda
dibahas meiaiui Panitia Khusus,

Namun demikian perlu kami tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan
yang lerhormat, "Apakah pembahasan Raperda tersebut dapatl dibahas
melalul Panitia Khusus?

Afas pertanyaan Fimpinan Rapat, DEWAN MENJAWAB : SETUJU
(Katok Palt 1x)

Terima kasin

Selanjulnya kepada Sdr. Sekrelaris Dewan, dimohon untuk
membacakan Usulan Mama — Nama Anggola Panitia Khusus yang lelah
disampaikan oleh Fraksi-Fraksi, dipersiiahkan

PEMBACAAN USULAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANSUS

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Sekretaris Dewan




| I
Terima kash kepada Yih, Sdr Sekretars Dewan yang telah
membacakan Usulan Nama - Hama Anggota Pansus |
Demikian Usulan Keanggotean Panitia Khusus yang telah dibscakan,
yang selanjutnya agar segera berkumpul di ruang trensit sebelah timur dan
kami berikan kesempatan untuk melaksanakan Pemilihan Pimpinan Panitia
Khusus secara bengantian -
1. Kesempalan pertama, kami persilakan kepada Anggota Paniia
Khusus pembahasan Raperda fentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 - 2029
2 Dilanjutkan kesempatan kedua, Raperda tantang Penyalenggaraan
Rumah Susun; dan
3. Yang terakhir, Raperda feniang Pencabutan Peraturan Caerah
Momor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan
Kalurahan.
Dengan ini Rapat Parpurna sementara kami nyatakan diskors selama
10 manit.

(Kafok Palu 1x}
[ DISKORS RAPAT PARIPURNA ]
{(PIMPINAN RAPAT) :
Skors rapat kami cabut.
(Kefok Palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kaml hormati,
Acara selanjulnya adalah Pengumuman dan Penetapan Unaur
Fimpinan dan Keanggotean Panitia Khusus yang membahas.
Kepada Sdr. Sekretaris Dewan dimohon unluk  membacakan
Rancangan Keputusan DPRD ientang Pembaniukan Unsur Pimpenan dan
Keanggotaan Panitia Khusus tersebut, dipersiiahkan.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampalkan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

(PIMPINAN RAPAT) :

Terima kasih kepada Sdr. Saekretaris Dewan yang telah membacakan
Rancangan Kaputusan DPRD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 90 Ayal {2) Peraturan DPRD Kola
Surakarta Nomaor 1 Tahun 2024 tentang Tala Terlib DPRD Kola Surakaria,
disebutksn bahwa “Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan
Keputuzan DPRD ".

Selanjuinya kami tewarkan kepada forum Rapat Paripuma Dewan
yang terharmal, "Apakah Rancangan Keputusan DPRD yang lelah dibacakan
tersabut dapat dissatu)w?



Alas pertanyaan Pimpinan Rapat, DEWAN MENJAWAB : SETUJU

{Katok Paly 1x)
(PIMPINAN RAPAT) :
Terma kasih. Adapun jadwal pembahasan kebiga Raperda akan
ditaksanakan mulai hari ini Rabu tanggal 21 Mel 2025.
Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian, selesaiiah seluruh rangkaian acara Rapat Panpurna
Dewan pada hard ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kapada
gsluruh hadirin stas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Peripurna dan
kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranys Rapat
Panpurna, serfa kami sampakan permmohonan maaf apabila dalam
palaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapal Parpuma dapat kita skhii dan kemi
nyatakan difutup.
{Katok Pai 3x)
Wassalamu'alaikum Warchmatufloh! Wabarokatuh.
Salam Pancasifa [l

Rapat dituitup Pukul : 15.15 WB

Surakarta, 21 Mei 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Fimpinan




KOTA SURAKARTA

NOTA JAWABAN WALI KOTA ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN

DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatun,
Salam sejahtera bagi kita sekahan,

Syalom,

Sang,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajlkan,

Rahayu, Rahayu.

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para
jurnalis media cetak dan elektronik serta para hadirin yang
berbahagia.



Puji Syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas [zin-Nya pada hari
ini kita masih diberi kesempatan melaksanakan pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2029, Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, dan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pencabutan Peraturan Dasrah Momor 11 Tahun 2011
tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan agenda
penyampaian Nota Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi
Dewan Perwakilan Rakyat Daersh dalam Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dalam keadaan sehat walafiat.

Sebelum menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum dan
tanggapan dar para anggots Dewan yang mewakill fraksi-fraksi,
diucapkan terima kasih atas usul, saran, kritik dan pertanyaan dar
1. Saudara Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi Gerindra;

2. Saudari Sri Martuti Handayani, S.E. dari Fraksi Karya Amanat Bangsa;
3. Saudari Widyastuti, S.Sos. dari Fraksi Partal Keadilan Sejahtera;

4. Saudara Mukti Junianto dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia;

5 Saudara Rheo Yuliana Fernandez, SE., MM dari Fraksi Parai

Demaokrasi Indonesia Perjuangan,
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Atas tanggapan saran dan pendapat dari para Anggota Dewan,
disampaikan jawaban dan tambahan penjelasan atas Pandangan Umum
Anggota Dewan sebagai berikut:
| JAWABAM ATAS PERTANYAAN SAUDARA YUDHA SINDU

RIYANTO, 5.H., M.H. DARI FRAKS| GERINDRA

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
SURAKARTA TAHUN 2025-202¢
1. Konsep Smart Cify Pemerintah Kota Surakarta berupa

pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan publik,



keamanan, kenyamanan hidup masyarakat Kota Surakarta,
Dengan sistem Al Command Center dan Big Dala,
Pemerintah Kota Surakarta dapat memantau berbagai
aspek kota secara reatime seperti keamanan, lalu lintas,
kesehatan, lingkungan dan ekonomi sehingga layanan
menjadi lebih cepat dan efisien,

Strategi yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota
Surakarta agar capaian dan priontas dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-
2029 dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan
melalui pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan
Jangka Menangah Daerah secara berkala termasuk dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan evaluasi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Evaluasi
dilakukan tidak hanya secara administratif tetapi juga
substantif untuk menilai indikator kinerja utama dan
efektivitas implementasi program prioritas.

B. RANCANGAN PERATURAN  DAERAH  TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

1.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Keta Surakarta agar
dapat mewujudkan rumah susun yang lebih memperhatikan
aspek lingkungan, antara lain melalui integrasi prinsip
lingkungan dalam perencanaan pembangunan dan
penerapan bangunan gedung hijau pada rumah susun
dengan memperhatikan  prinsip-prinsip  kelestarian
lingkungan hidup serta efisiensi energi dan sumber daya.

Substansi yang tidak relevan dalam Peraturan Daerah
Momor 7 tahun 2011 tentang Rumah Susun antara lain
perubahan dasar hukum, perbedaan pengaturan terkait



jenis rumah susun dan penambahan beberapa ketentuan

sesuai peraturan perundang-undangan terbaru.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMCR 11 TAHUN
2011 TENTANG  LEMBAGA  KEMASYARAKATAN
KELURAHAN
Terimakasih atas pemahaman dan dukungannya dalam
mewujudkan harmonisasi dan  sinkronisasi  peraturan
perundang-undangan mengenal Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan untuk mencegah terjadinya kondisi tumpang tindih
dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Yudha
Sindu Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi Gerindra samoga dapat dimengerti

Il JAWABAN ATAS PERTAMNYAAN SAUDARI SRl MARTUTI
HANDAYAN!, S.E. DARI FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
A RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA

SURAKARTA TAHUN 2025-2028

1. Koherensi dan sinkronisasi antara Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional tertuang dalam Bab Il
Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-
2029 yang akan disampaikan pada saat pembahasan.

2. Penguatan peran publik dan partisipasi masyarakat sudah
tergambar jelas dalam proses penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah melalui tahap
konsultasi publk dan musyawarah pefencanaan



pembangunan yang melibatkan masyarakat, dunia usaha
dan akademisi.

3. Kerangka pendanaan indikatif dan strategi pendayagunaan
badan usaha milik daerah menjadi guick win dalam asta cita
yaitu program optimalisasi badan usaha milik daerah dan
pendapatan asli daerah yang bertujuan memperkuat peran
badan usaha milik daerah sebagai penggerak ekonomi lokal
yang Inovatif dan berkontribusl terhadap peningkatan
pendapatan asli daerah. Program ini akan mengoptimalkan
tata kelola badan usaha milik daerah, efisiensi bisnis serta
mendorong diversifikasi usaha berbasis potensi daerah
agar lebih kompetitif.

B. RANCANGAN  PERATURAN  DAERAH  TENTANG

PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

Terima kasih atas saran dan masukannya. Pengaturan rumah
susun umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan
aspek kelembagaan, pengawasan dan mediasi konflik sudah
diatur dalam rancangan Peraturan Daerah ini.

RANCANGAN  PERATURAN  DAERAH  TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN
2011  TENTANG  LEMBAGA  KEMASYARAKATAN
KELURAHAN

1. Terima kasih atas dukungan dan masukannya, pefgeseran
regulatif ini tetap dapat memperkuat peran Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan sebagal wadah partisipatif
masyarakat.

2. Peryusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan telah dilaksanakan
dengan memperhatikan masukan dan saran dari pengurus
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan saat ini sehingga



diharapkan Rancangan Peraturan Wali Kota yang telah
disusun memperhatikan peran, legitimasi, dan anggaran
bagl Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mengingat
keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan memiliki
peran penting dalam masyarakat,

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudari Sri
Martuti Handayani, 5.E. dari Fraksi Karya Amanat Bangsa samoga dapat

dimengerti.

Il JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARI WIDYASTUTI, 5.505.
DARI FRAKS| PARTA! KEADILAN SEJAHTERA
A RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MEMENGAH DAERAH KOTA
SURAKARTA TAHUN 2025-2029

1.

Strategi konkret Pemerirtah Kota dalam memastikan
kesinambungan antara program Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah sebelumnya dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2028 yaitu
dalam penyusunan Rencana Pembangunan .Jangka
Menengah Daerah  mempertimbangkan  dinamika
pembangunan daerah yang terus berkembang, tantangan
globalisasi, serta kebutuhan akan tata kelola pamerintahan
yang baik (good govemance) Dengan pendekatan
perencanaan berbasis data dan analisis mendalam,
dokumen ini menjadi instrumen utama dalam menjamin
kesinambungan pembangunan daerah serta optimalisasi
pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Indikator keberhasilan untuk delapan asta cita yang dimuat
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang dapat dilihat melalui sasaran visi utama dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun



2025-2045 dan misi Rencana Pembangunan .Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Melalul implementasi
program asta cita yang terstruktur diharapkan dapat
tercapainya target sasaran visi utama Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025
2029 tahap pertama dan misi Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sehingga
dapat memonitor tolak ukur pencapaiannya.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

;

Mekanisme pengawasan terhadap kualitas pembangunan
dilaksanakan dengan cara melakukan inspeksi berkala
terhadap pelaksanaan pembangunan dengan
menyesuaikan persetujuan teknis bangunan gedung.
Pengawasan Pemerintah Kota Surakara dalam
pangelolaan rumah rumah susun dilakukan dalam bentuk
memberfkan pendampingan pembentukan Perhimpunan
Pamilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun sebagai
pengelola rumah susun.

Pemerintah Kota Surakarta mengantisipasi risiko konflik
sosial atau pengabaian fungsi sosial dalam lingkungan
rumah susun melalui penguatan kelembagaan dengan
melibatkan Perhimpunan Pemilikx dan Penghuni Satuan
Rumah Susun.

Tarkait status kependudukan dan pencatatan sipil penghuni
rumah susun bukan bagian dari ranah pengaturan
mengenai rumah susun.



C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN

2011

TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN

KELURAHAN

1.

Partisipasi masyarakat yang kuat melalui Lembaga
Kemasyarakatan  Kelurahan  tidak  semata-mata
mengandalkan pengaturan kelembagaan yang selama ini
diatur dalam Peraturan Daerah maupun yang sekarang
akan diatur dalam Peraturan Wali Kota, namun partisipasi
masyarakat yang kuat dapat dijamin dengan pengaturan
sektoral lainnya dengan tetap memerlukan dukungan
program kegiatan dan anggaran darl Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Substansi pengaturan dalam Peraturan Wall Kota terkait
mekanisme parisipasi publik akan dirancang dan
diimplementasikan.

Rancangan Peraturan Wali Kota yang disusun lebih banyak
mengatur penguatan kelembagaan, sedangkan mekanisme
partisipasl publik akan banyak diatur dalam peraturan
perundang-undangan sektoral.

Pada saal ini, pengaturan Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan menjadi domain Peraturan Menter Dalam
Megeri sehingga pengaturan lebih lanjut mengenal
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di tingkat daerah
sangat bergantung pada delegasi yang diberikan oleh
Peraturan Menterl Dalam Neger, apabila nantinya
Peraturan Menteri Dalam Negeri memberikan delegasi
pengaturan  lebih  lanjut  mengenai Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan dalam peraturan daerah maka
perlu melakukan penyesuaian kembali



Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan dari Saudan
Widyastuti, 5.Sos. dari Fraksi Pariai Keadilan Sejahtera semoga dapal

dimengarti.

V. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA MUKTI JUNIANTO,
DARI FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

A RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
SURAKARTA TAHUN 2025-2028

1

Terima kasih atas dukungan Saudara Mukti Junianto, dari
Fraksi Partai Solidantas Indonesia. Langkah Pemenntah
Kota Surakarta dalam menangkap peluang keqa berbasis
ekosistem di Kota Surakarta melalui Rumah Siap Kerja
sebagal perwujudan fungsi pengelolaan ketenagakerjaan
dalam menekan angka pengangguran terbuka dengan
melakukan kolaborasi bersama stakeholder
ketenagakerjaan dan unsur akademisi, bisnis, pemenntah
dan komunitas.

Langkah Pemerintah Kola Surakarta untuk meningkatkan
UMKM dilakukan melalui pendekatan berbasis ekosistem,
UMKM dihubungkan dengan pemerintah, sektor keuangan,
industr| dan pasar digital agar lebih kompetitif dalam skala
nasional maupun internasional.

Program Posyandu Plus mencakup pemetaan dan
revitalisasi posyandu yang berbasis standar pelayananan
minimal melalui peningkatan kapasitas kader dalam
pelayanan kesehatan promotif dan preventif serta edukasi
lingkungan, Untuk mencegah terjadinya ketidaksinkronan
petugas Posyandu Plus dengan perangkat daerah di
lapangan maka dilakukan koordinasi dan pembinaan terkait
peran dan tugas masing-masing.
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4. Strategi Pemerintah Kota Surakarta untuk mencapai

optimalisasi dan pencapaian pendapatan daerah dengan
kondisi efisiensi dan pencegahan kebocoran pendapatan
daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah
dengan melakukan digitalisasi sistem pajak, penguatan
regulasi serta pemberian insentif bagi pelaku usaha.

B. RANCANGAN PERATURAN  DAERAH  TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

1

Terimakasih atas masukan Saudara Mukii Junianto, dan
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Upaya Pemerintah Kota
Surakarta dalam rangka menjamin nilai kepemilikan rumah
susun dengan cara menjamin ketersediaan sarana dan
prasarana umum rumah susun, lingkungan yang aman dan
nyaman sedangkan untuk menjamin keterjangkauan
kepemilikan rumah susun dengan cara mewajibkan
penyediaan rumah susun umum dengan luas paling sedikit
20% dar total luas lantai rumah susun komersial yang
dibangun bagi pelaku pembangunan ruman susun,

Setiap pelanggaran teknis bangunan rumah susun akan
ditindak sesual dengan ketentuan standar teknis bangunan
gedung.

Setiap rumah susun memiliki Perhimpunan Pemilik Dan
Penghuni Satuan Rumah Susun yang dapat menjadi media
untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan rumah
susun, khusus untuk rumah susun sederhana sewa
terdapat Unit Pelaksana Teknis Rumah Sewa.
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C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN
2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN
Terima kasih atas dukungan dari Fraksi Partai Solidantas
Indonesia terhadap pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2011 fentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Mukti
Junianto dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia semoga dapat

dimengerti.

V. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA RHEO YULIANA
FERNANDEZ, SE, MM, DAR FRAKS| PARTAI DEMOKRASI

INDONESIA PERJUANGAN.

A RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
SURAKARTA TAHUN 2025-2029

1.

Pengembangan industri Kota Surakarta merujuk kepada
industri kreatif dimana pengembangan industri kreatif dan
pariwisata memantapkan posisi Kota Surakarta sebagal
Pusat Kegiatan Nasional yang merupakan bagian dari visi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Luasan ruang terbuka hijau publik tahun 2020 sebesar
7.§8%, tahun 2021 sebesar 7,98%, tahun 2022 sebesar
g,82%, tahun 2023 sebesar 9,95% dan tahun 2024 sebesar
g 75%. Dala tersebut bersumber dari Dokumen Informasi
Kinerjla Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota
Surakarta. Dokumen ini disusun untuk memberikan
gambaran dan informasi secara jelas mengenal dala dan
informasi berdasarkan isu prioritas lingkungan.



3.
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Terima kasih atas apresiasinya. Program priontas
dirumuskan berdasarkan isu strategis antara lain isu
peningkatan kualitas sumber daya manusia, isu penguatan
identitas budaya dan ketahanan sosial, isu daya saing kota,
isu inovasi birokrasi dan pelayanan publik sera isu
pembangunan wilayah berimbang, terintegrasi, tangguh
dan berkelanjutan sebagal Pusat Kegiatan Nasional. Peta
sebaran wilayah Pembangunan dan indikator capaian
target program akan dituangkan dalam Bab I/l dan Bab IV
Lampiran Raperda Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029,

Delapan program prioritas merupakan inisiasi daerah dalam
mencapal sasaran utama visi Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045 tahap
pertama dan mendukung pencapaian misi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025

2028,

B. RANCANGAN PERATURAN  DAERAH  TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

1.

Mohon mencermati jawaban atas pertanyaan Saudara
Yudha Sindu Riyanto, .H., M.H. dan Fraksi Genndra angka

romawi |, Huruf B angka 2.
Urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Rumah Susun  adalah  untuk
menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2011 tentang Rumah Susun dan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah
Susun beserta perubahannya, dan dalam rangka
pengaturan pembangunan rumah susun yang tebih
komprehensif,
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Terkalt dengan target dan output untuk mengukur efektivitas
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Rumah Susun adalah tercapainya pembangunan rumah
susun yang memenuhi standar bangunan gedung dan
kesesumian pengaturan penyelenggaraan rumah susun
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN
2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN

KELURAHAN

1.

Saat ini telah disusun Peraturan Wali Kota tentang
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dalam prosesnya
telah melibatkan stakeholder terkait melalui focus group
discussion yang juga turut mengundang perwakilan dari
masyarakat dari masing-masing elemen Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan, Peraturan Wall Kota tentang
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mulai berlaku pada
tanggal Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dicabut sehingga
tidak terjadi kekosongan hukum.

Pendanaan yang diberikan kepada pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Dalam proses sebelum pencabutan Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan  telah  melibatkan  pihak  Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan melalui focus group discussion
dengan melibatkan stakeholder Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan pada tanggal 8 Februari Tahun 2025 dan tanggal
11 Maret Tahun 2025 di Ruang Rapat Manganti Praja.
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Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan dari Saudara
Rheo Yuliana Femandez, SE., MM dari Fraksi Parai Demaokrasi

Indonesia Perjuangan semoga dapat dimengert.
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian satu persatu secara keseluruhan telah disampaikan
jawaban dan tambahan Penjelasan atas Pandangan Umum Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Semoga dapat dipahami dan menjadi bahan
dalam pembahasan.

Terima kasih
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaluh

Surakarta, 21 Mg 2018




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA
RISALAH RAPAT PARIPURNA
Tahun Sidang 1 2024/2025
Masa Persidangan S
Jenis Rapat . Rapat Paripurna
Sifat Rapat i Terbuka
Hari / Tanggal . Rabu, 18 Juli 2025
Wiaktu v 0830wWB
Tempat - Ruang Graha Paripuna DPRD Kota Surakarta
Acara © PARIPURNAKE -3
Raperda fentang Perubahan APBD Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2025
Dengan Acara Pokok :
» Tanggapan danfatau Jawaban YWal Kota; dan
# Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas
‘PARIPURNA KE -4
Raperda tentang Pencabuian Parda No. 11 Tahun
2011 tentang Lembaga Kemeasyarakatan Kelurahan.
Dengan Acara Pokok :
» Laporan Hasil Pembahasan;
# Persetujuan Bersama,
# Pendapat Akhir Walikota
Pimpinan Rapat Budi Prasetyo, 5.50s., MAP.
Sekretaris Rapat Kinkin Suftanul Hakim, S.H., M.M
Hadir A, Anggota DPRD Kota Surakana

40 dari 45 crang Anggota dengan rincian



1. Fraksi PDI Perjuangan

20 dari 20 orang Anpgota
. Budi Prasatyo, 5.508., MAP
YF. Sukasno, S.H, MH
Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.
Suharsong, S H., M.H.
Misgiman Bambang Cahyeno
Baruna Wasita Aji
Sitt Muslikah, 5.50s., MAP,
Janjang Sumaryona Aji, S.P.
. Wahyu Haryanto, SE., Ak, CA
‘ICI Rony Kamtoro
11. Slamet Widodo, S.H
12.Joni Safyan Erwandi, S.H.
13, Giyatno, A.Md,
14, Suwanlto
15. Honda Hendario
16. Ekya Sih Hananto, S.H,, M.H.
17. Ngadiyo
18. Sagita Puspita VWranata, 5.Pd.
19. Rheo Yulizna Femandez, S.E, MM,
20. Terty Maharani Gunawati, 5. Th

2. Fraksi PKS

T dari 7 orang Anggota

. Daryono, 8.T.

Widyastuti, 5. Sos

Sugeng Rivanio, 5.5

Dr. Sakidi, S.E., Ak, M.5i.
Agus Widodo, 5.T.. MM
Muhammad Nafi Asrori, ST
Salim

3. Fraksl PSI
5 dan 5 orang Anggota
1. Muhammad Bilal, 3.H.
2. Saonny, 8.T.
3. Tri Mardiyanio
4. Herson Rikumau, 5.Kep.
8. Mukt Junianto

4, Fraksi GERINDRA

1 dari 5 crang Anggola
1. Ardianto Kuswinama, S H.

B h o R -
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5. Fraksi Karya Amanat Bangsa

T dan 8 orang Anggota
H. Achmad Sapari, M.M
Budi Sanioso, 5.7.
H. Agus Sefiawan, 5.H.
Drs. Taufiqurrahman
Mukarromah, 5.50s.
Daniel Rizky Waluyo
Sl Martuti Handaygm, S E.

B. Turut Hadir
Terlampir

TS LN B G R S



JALANNYA RAPAT PARIPURNA

Rapat dibuka Pukul . 09.18 WIS,

PIMPINAN RAPAT :

Yang terhormat, Wall Kota dan Wakil Wal Kota Surakaria;

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan;

Yang kami hormati, Sedretaris Daerah Kota Surakaria beserta Jajaran Kepala
OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
Rekan-rekan warlawan darl media elektronlk dan media cetak serta
hadirin tamu undangan yang berbahagia,

Assalamu'alalkum Warohmatulfohi Wabarokatuh.
Salam Sefahtera bagi kits semua
Salam Pancasila !l

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan
rahmat-Nya yang telah diimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih
dapat bersama- sama mengikuti Rapat Panpurna Dewan pada hari ini dalam
keadasn sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah
berkenan meduangkan waklunya mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan
pada hari ini. Sebelum Rapat Paripumna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr.,
Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kebadiran Anggota Dewan
sesum dengan daftar hadir yang lelah ditandatangani, dipersiahkan

SEKRETARIS DEWAN :

Yih Wali Kota dan Wakil Waili Kota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan
dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati. Kami laporkan bahwa
Rapal Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada harl ini
Rabu tanggal 16 Juli 2025 dihadin oleh 40 orang Anggeta Dewan, yang tidak
hadir 5 orang Anggota Dewan, Adapun nama Anggota Dewan yang tidak /
belum hadir adalah sabagai berikut :

1. Yudha Sindu Riyanto, S.H. - F. GERINDRA
2 Agung Harsaktl Pancasila Putra -F. GERINDRA
3 Kevin Candra Sadewa -F. GERINDRA
4. Yanuar Sindhu Riyanto, ST, M.T. - F. GERINDRA,
5 Sekar Tandjung - F. Karya Amanat Bangsa

Demikian laporan presensi hadir Anggota DPRD Kota Surakaria

PIMPINAN RAPAT :

Tenma kaslh kepada Sdr. Sekretarls Dewan yang lelah melapockan
kehadiran Anggota Dewan, Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr, Sekretaris
Dewan dari 45 Anggota Dewan ialah hadir sebanyak 40 nggota Dewan.

Sesuai dengan Pasal 124 ayat (1) huruf b Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta disebutkan
bahwa "Rapal Paripurma memenuhi kuornim apabiia diadin oleh paling sediki



<1 {dua pertiga) darf jumiah Anggota unfuk memberhentikan Fimpinan DPRD
serte unfuk menelapkan Perds dan APBD"
Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersabul
Rapat Panipurna inl telah mamenuhi kuorum,
Untuk itu, Rapat Paripuma pada hari Inl Rabu tanggal 16 Jull 2025, kami
nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
(Ketok Paly 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib dipardengarkan
dan/atau dinyanylkan dalam acara pembukaan sidang Paripurma MPR,
DPR dan DPRD".

Berkaitan dengan iu ijinkan kami mengajak seluruh hadirin unfuk berdid
menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

y Hadirin dimohon bardin.

MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~  Hadirin dipersifahkan unfuk duduk kembali

PiIMPI Tt

Rapat Paripurns Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasll Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 14 Juli
2025 dengan Catatan Rapat Nomor 04.2BM-DPRDVIV2025. diagendakan
Rapat Paripurna Dewan pada har ini Rabu tanggal 16 Juli 2025 dengan

apgenda ;
*PARIPURNA KE = 3
Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025
Dengan Acara Pokok :
» Tanggapan danfatau Jawaban Wal Kota; dan
* Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membshas

*PARIPURNA KE - 4
Rapaerda tentang Pencabutan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Kelwahan,
Dengan Acara Pokok :
¥ Laporan Hasil Pembahasan,
» Persstujuan Bersama;
# Pendapat Akhir Waltkota.

Rapat Paripurns Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daesrah Kota
Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Parwakilan
Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 10 ayat (3) huruf a. Disebutkan bahwa
"Pembicaraan Tingkat | meliputi kegiatan dalam hal rancangan Perda berasal
dari Walikota mefiputi :



1 Erqalasan Wali Kota dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan
rda;

pandzngan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan

langgapan danjatau jawaban Wall Kota terhadap pandangan umum

Fraksi.

Sebagaimana Pandangan Umum Fraksi - Fraksi atas Raperda tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 felah disampaikan pada Rapat
Paripurna hari Senin, 14 Juli 2025, maka Rapat Paripurna harl ini dilanjutkan
dengan agenda Penyampalan Tanggapan dan/atau Jawaban Wall Kota.

Uniuk itu kepada Yth. Wali Kota Surakarta kami persilakan umtuk
menyampakan Tanggapan danfetau Jawaban sias Raperda lentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

L3 P

JAWABAN WALI KOTA

Disampaikan oleh Yth, Wali Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terma kasih kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta yang telah
menyampaikan Tanggapan dan/ztau Jawaban Walikota terhadap Pandangan
Umum Fraksi — Fraksi atas Raperda fentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dan terima kasih alas penyerahan naskahnya

Rapat Paripurna Dewan dan hadirfn yang kami hormati,

Memasuki acara pokok selanjutnya yaitu Penetapan Alat Kelengkapan
Yang Membahas. Sebagaémana hasil Rapal Badan Musyawarah langos! 14
Juli 2025 telah disepakati untuk merekomendasikan Raperda tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapst dibahas melsiul Badan
Anggaran

Sesual dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024
tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta Pasal 18 ayat (3), dissbutkan
bafwa . "Fembshasan rancangan Perde fentang APBD sebagaimana
dimaksud pada ayal (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan fim
anggaran Pemerintah Daarah”.

Namun demikian perlu kami tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan
yang lerhormet, "Apakah Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 depal dibahas melalu Badan Anggaran?”

Atas partanyaan Pimpinan Rapat, DEWAN MENJAWAB : SETUJU
(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Tenma kasth. Adapun jadwal pembahasan Raperda fentang Parubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 akan dilaksanakan mulai hari ini Rabu tanggat 16
Juli 2025,



Rapst Paripuma Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Agenda Rapat Paripuma dilanjutkan dengan proses panetapan Raperda
tentang Pencabutan Perda No. 11 Tshun 2011 fentang Lembaga
Kemasyarakatan Kelurshan Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 10 ayat (4) huruf
a, disebutkan bahwa :
Pembicaraan Tingkat Il meliputi kegiatan:
8 pengambilan keputusan dalam rapaf panipuma yang didabului dengsn:

1. penyampaian laporan yang bevisi proses pembahasan, pendapat
fraksi, dan hasd pembicarsan lingkal | oleh pimpinan kamisi
pimpinan gabungan komisi afav pimpinan panitle Khusus,

2 pemmnfaan persefufuan disampaikan secara lisan cleh pimpinan
rapat kapade anggots dalam Rapat Parpuma; dan

3. pendapat akhir Wall Kota.

Uniuk itu marilah kita ikuti terlebih dahulu penyampaian Laporan Hasil
Pembahasan Panitia Khusus atas Raperda tentang Pencabutan Perda No. 11
Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang datam hal ini
axan disampadkan oleh Yth. Sdr. Drs. Achmad Saparl, M.M., dipersilakan

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS

Disampaikan oleh : Yth. Sdr. Drs. Achmad Sapari, M.M.

PIMPINAN RAPAT :

Tenma kasih disampaikan kepada Yth, Sdr. Drs, Achmad Sapari, M.M.
selgky Juru Bwcara Panitia Khusus yang felah menyampalkan Laporan Hasll
Pembahasan dan penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Agenda Rapat Paripurna kita lanjutkan dengan pensfapan. Tetapl
sebelum kila lakukan penetapan pengambilan keputusan. Tadi dibacakan oleh
Pak Ketua Pansus bahwa pendapat akhir fraks! yang menjadi bagian hal yang
tidak ferpisahkan dalam Laporan Pansus, 4 fraksi menyetujui Hasi
Pembahasan Pansus kemudian 1 fraksi PDI Perjuangan ada catatan. Jadi saya
hanya beri ruang untuk Karifikesi, Saya tanya ke ketua fraksi Pak Kasno
mungkin ada hal yang ingin disampaikan kami persiiakan Kalau yang
dibacakan Ketua Pansus ladi minta ditunda, tapi forum paripurna inl tidak
mungkin untuk kita tunda.

YF. H., M.H. :

Tenma kasih Pimpinan. Kalau diperkenankan karena pendapat fraksi memang
dibacakan, Tapi kalau yang setuju ken tdak peru dibacskan. Saya
mendengarkan tadi kelihatannya draf laporannya kurang. Kurang sesuai
dengan pendapal fraksi kaml, maka pada paripurna yang berbahagia ini fjinkan
kami akan membacakan pendapal fraksi PDI Perjuangan kalau dijjinkan.
Terima kasih.



PIMPINAN AT :

Silakan Pakde, kami jjinkan. Jadi pendapal akhir fraksi nanti akan menjadi
bagian, catatan yang manjad| hal yang fidak terpisahkan di datam pembahasan
Pansus. Monggo.

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN

Disampaikan oleh | Yth. Sdr. YF. Sukasno, S.H., M.H.

YF, SUKASNO, 8.H., M.H. ;

Jadi yang mendasar paling pokok adalah Peraturan Menterd Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Sementara Perda SOTK kita itu Nomor & Tahun
2021 dan di Perda SOTK kita OPD itu adalah Kecamatan. Kelurahan sudah
bukan OPD lagi. Jadi logikanya kalau kelurahan memberikan 5K ilu secara
peraturan tidak bisa karena yang bisa memberikan SK adalah kepata OPD.
Terima kasih atas perhatiannya, kami berkan sekall lagi catatan bahwa Fraksi
PDI Perjuangan setuju untuk Perda ini dicabut
Terma kasih.Wassatamu alaikum Wr. Wrb. Merdeka.

PIMPINAN RAPAT :

Matur nuwun Pakde YF Sukasno, S.H., M_H. yang sudah menyampaikan
pendapal akhir fraksi berkaitan dengan Laporan Pansus Raperda Pencabutan
Parda No. 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Keluahan, Jadi
darn tadi yang disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, intinya tetap sepakat
Pak Wali, setuju Perda dicabut tatapl ada beberapa poin catatan-catatan yang
nanti menjadi pertimbangan Pak Wall di dalam menyusun Perwali karena
sefanjutnya nanti yang akan mengatur secara teknis kaitannya dengan LKK ini
sudah tidak Perda lagi tetapl Perwah, Catatan ladi salah satunya bahwa
Kelurahan itu bukan OPD, jadi mohon dipertimbangkan apakah kemudian SK-
nya Lembaga LKK itu nanti tidak ada permasalahan dikamudian han ini. Hal ini
menad perimbangan yang perdu dipikickan. Jad pandapat akhir fraksi ini
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pansus.

Terima kasih Pakde Kasno yang telah menyampaikan pendapat akhir
fraksi. Jadi memang di forum ini forum tartinggi panpurna setedah tadi Pansus
manyampaikan laporan untuk mengambil keputusan berkaifan dengan
pencabutan. Jadi memang pencabutan ini ranahnya kami di DPRD, tetapi nanti
Perwalinya memang yang berwenang penuh Pak Wall. Jadl tetap darf laporan
Pansus kemudian dari 5 fraksi, 4 fraksi menarima kemudian 1 fraksi POl
Perjuangan menenma dengan catatan. Gih begitu. Saya lanjutkan.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormatl,
Agenda Rapat Paripuma dilanjutkan dengan proses penetapan Raperda
tentang Pencabutan Perda Mo, 11 Tahun 2011 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Kelgrahan Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 10 ayat (4) huruf
a, disebutkan bahwa .
Pambicaraan Tingkat | mefipull kegiatan:
8. pengambifan kepulusan dajam rapat paripuma yang didahului dengan:




1. penyampaian laporan yang bevsi proses pembahasan, pendapat
fraksi, dan hasi pembicaraan fingkal | oleh pimpinan komisi,
pimpinan gabungan komisi afay pimpinan panifia Khusus;

Nomor 1 sudah dilaksanakan tadi oleh Pimpinan Panitia Khusus,
disampaikan laporan, kemudian

2 permintaan perselujuan disampaikan secars fsan olsh pimpinan
rapal kepads anggola dalam Rapst Paripuma; dan
3 pendapal akhir Wal Kota.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Sabagaimana telah disampaikannya Laporan Hasil Fembahasan Panitia
Khusus, selanjulnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapal Paripumna
Dewan yang terhormat “Apakah Laporan Hasll Pembahasan Pantis Khusus
tersebut dapat dtenma dan disetujui ssbagal dasar unfuk didakukan
Parsetujuan Bersamsa antars Pemerintah Kota Surakaria dengan DPRD atas
Raperda fentang Pencabutan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan?”

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, DEWAN MENJAWAB : SETUJU
(Kaetok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami mehon kapada Sdr. Sekretaris Dewan uniuk membacakan
Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Pemsatujuan alas Reperda
lentang Pencabutan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan, diparsilakan,

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh 5dr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT ;

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan
Maskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud,

Selanjulnya kami minlakan persetujuan kepada selwuh Anggota
Dewan yang terhormal, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang
telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dapat disatujul unfuk ditetapkan
meareadi Keputusan DPRD?
Atas pertanyaan Pimpinan Rapal, DEWAN MENJAWAB : SETUJU

{ Ketok Palu 1x)

PIMPI PAT :
Tenma kasih



=10 =

Selanjutmya kami Pimpinan DPRD dan \Wali Kota Surakarta akan

ni Berita Acara Perselujuan Bersame atas peanelapan

Rancangan Peraturan Daerah. Berkenaan dengan hal farsebul kepada Yih,

Sdr. Wali Kota dan YWakil Wali Kola Surakarta beserta Wakil Kelua DPRD

dipersilakan menempatkan did, Kepada Sekretanat Dewan diperailahkan untuk
memparsiapkan kelengkapannya

=~ Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdir

PENANDATANGANAN BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RAPERDA

(| Penyeranan Barita Acara Persetujuan Bersama kepada
Yth. Sdr. Wali Kota )

- Hadirin dimahon duduk kembali

PIMPIMNAN RAPAT :
Tenma kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksikan bersama penandatanganan Perselujuan Bersama
antera Pemerintah Kota Surakarta dengan DPRD Kota Surskars atss
Rancangan Peraturan Daerah lentang Pencabutan Perds No. 11 Tahun 2011
tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang selanjuinya Parsetujuan
Bersama inl akan disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan nomor
register.

Tak lupa dalam kesempatan ini, kami atas nama Pimpinan dan Anggota
DPRD Kota Surakarta juga menyampaikan terima kagih atas petaksanzan
tugas disartal panghargaan yvang setinggi-ingginva kepada Yth. Pimpinan dan
Anggota Panita Khusus dan segenap jajaran Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta, serla steke holder terkait lainnys yang telah
bersama-2ama melakukan pembahasan hingoa akhimya dapal dilzkukan
proses persetujuan bersama pada Rapat Paripuma harl ini, serla semoga
dapat memberkan manfaal bag kita semua dan seluruh masyarakst Kota
Surakarta

Rapat Faripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Dengan telah disetujuinya Raperda tentang Pencabutan Perda No. 11
Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, maka sesuai
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surakarta Pasal 10 ayat (4) huruf a2 “Pembicaraan Tingkat Il
diakhiri dengan Pendapat Akhir Walikota".

Untuk itu kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta kami persilahkan urtuk
menyampaikan Pendapat Akhimya.

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta
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Rapaft Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara dalam Rapat
Paripurna Dewan pada hari ini. Sekall lagl kami mengucapkan terima kasih
kepada seluruh hadinn atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna
dan kepada semua plhak yang telah membantu terselenggaranya Rapat
Paripuma, serta kami sampaikan permghonan maaf apabila dalam
pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.
Dengan demikian Rapat Paripurna dapat kita akhiri dan kami
nyatakan ditutup,
(Kadok Palir 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatuflohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila Il!
Rapat ditutup Pukul: 10.42 WIB

Surakarta, 16 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Pimpinan Rapat, Sekreigly DPRD,
K "

Ketua DFRD NIP, 19670610 158402 1 003




LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Assalaamu ‘alaikum Wr. Wh.,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Salam Pancasilal!l

Yang terhormat, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan rekan - rekan
Anggota DPRD Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Sdr. Wali Kota Surakarta dan Sdri. Wakil Wali Kota
Surakarta;

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Surakarta beseria segenap
jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Keta Surakarta,

Yang kami hormati, rekan-rekan wartawan media cetak dan elekironix serta
saluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita
semua, sehingga pada siang hari ini kita diperkenankan hadir di Gedung
Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta Ini dalam keadaan sehat wal'afat
untuk dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta
dengan salah satu agendanya adalah penyampaian Laporan Hasil
Pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomer 11 Tahun 2011 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati,

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan ini, tak lupa kami
sampaikan ucapan terima kasih kepada |

l



e Yang terhommat Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan untuk
dapat menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan.

s ‘Yang kami hormati Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah
menjadwalkan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan

« serta kepada semua pihak yang terlbal dalam pembahasan secara
langsung maupun tidak langsung dalam pembahasan Raperda ini.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya dapat kami sampaikan Laporan Hasil Pembahasan dengan
sistematika sebagai berikut
. PENDAHULUAN
Il. DASAR HUKUM
. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN
IV. PESERTA PEMBAHASAN
V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

. HASIL PEMBAHASAN
VI, PENDAPAT FRAKSI
VIll. PENUTUP
|, PENDAHULUAN

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah wadah partisipasi
masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kota untuk jkut serta dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengawssan pembangunan sera
meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan. Mengingat perannya
yang penting dalam masyarakat, maka peru dilakukan pengaturan yang
berujusn untuk mendudukan fungsi Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Kota dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat, mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
dalam proses pembangunan kelurahan, dan menjamin kelancaran
pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kota,
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Regulasi terkait Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di tingkat
Kota Surakarta saat ini masih berpedoman pada Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemagyarakatan
Kelurahan, Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa, maka penyesuaian dan perubahan yang diatur di dalam
peraturan menten dalam negeni tersebut periu ditindaklanjuti oleh
Pemerintah Daerah. Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
yang meliputi pembentukan, tugas dan fungsi, jenis, pendanaan,
persyaratan dan tata cara pemilihan pengurus, pemberhentian pengurus,
hak dan kewajiban, hubungan kerja serta pembinaan dan pengawasan
perlu disesuaikan. Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor
11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan penyelarasan peraturan perundang-
undangan sehingga terpenuhi kepastian hukum dalam penyelenggaraan
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam mewujudkan parfisipasi
masyarakat dalam pembangunan daerah

DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi acuan dalam pembahasan adalah
sebagai berikut

1. Pasal 18 ayat (€) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 1850 Nomor 45},

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana felah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
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Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856),

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867,

lll. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

Pembahasan dilaksanakan mulai dari tanggal 21 Mel 2025 s.d 14 Juli 2025
bertempat di Kantor DPRD Kota Surakarta.

IV. PESERTA PEMBAHASAN

Paserta pembahasan yaitu .
1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus yang terdiri dan |
NO NAMA lJAEATAH UNSUR
1. | Drs Achmad Sapari, M.M. | Ketus | Fraksi Karya Amanat
[ | Bangsa
2. | Danig! Rizky Waluyo W, Ketua | Fraksi Karya Amanal
[ _|Bangsa = |
3.  Rony Kamtoro, 5. H Anggota | Fraksi PDI Penuangan |
4. | Baruna Wasita Aj Anggota | Fraksi PDI Peruangan |

5, | Giyatno, A.Md |Anggota | Fraksi PDI Perjuangan |

6. | Sagila Puspita Wiranata, S, Pd. | Anggota | Fraksi PDI Perjuangan

7. | SinMusikah, S Sos., M. A P. |Anggota  Fraksi PDI Perjuangan

8 | Suwanto 'Anggota | Fraksi PDI Perjuangan

9. | Terty Maharani Gunawati, S. Th.| Anggota | Fraks! PDI Perjuangan

10. | Sugeng Riyanto, S. 8. Anggota | Fraksi Partal Keadilan |
| Sejahtera
11. | Widyastuti, S. Sos. | Anggota | Fraksi Partai Keadilan

| Sejahtera




V.

NO NAMA JABATAN | UNSUR

e TN

12. | Herson Rikumau, S.Kep. Anggota | Fraksi Partal
Solidaritas Indonesia
| 13. | Agung Harsakti Pancasila Anggota | Fraksi Partai Gerindra
[ 14, | Kevin Candra Sadewa Anggota " Fraksi Partai Gerindra

15. | SriMariuti Handayani, 5. E. | Anggota | Fraksi Karya Amanat
Bangsa.

2. Tim pembahas dar Pemerintah Kota Surakara.
Tim pembahas dari Pemerintah Kota Surakarta terdir dari Bagian Tata
Pemerintahan Setda Kota Surakarta, Bagian Hukum Setda Kota
Surakarta, Bagian Kesejahtersan Rakyat Seida Kota Surakara,
Inspekiorat Kota Surakarta, Kecamatan se - Kota Surakarta dan
stakeholders terkait lainnya.

3. Pendamping Panitia Khusus dan Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembahasan telah dilakukan melalui rangkaian
tahapan sebagai benkut:

1. Pembahasan Raperda dilaksanakan mulai tanggal 21 Mei 2025 s.d
14 Juli 2025,

2 Studi Banding ke DPRD Kota Yogyakarta dan Bagian Tala
Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta yang dilaksanakan pada
tanggal 9 s/d 11 Juni 2025;

3. Konsultasi ke DPRD Provinsi DKl Jakarta dan Direktorat Jenderal
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Rl dilaksanakan
pada tanggal 12 s/d 14 Juni 2025;

4. Public Hearing dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025,

E Faslitasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah
dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2025,

6. Penyampaian Pendapat Fraksi tanggal 15 Juli 2023



VI. HASIL PEMBAHASAN

Dari seluruh rangkaian pembahasan maka dapat kami laporkan
hasil pembahasan sebagai berikut

a.JUDUL RAPERDA
Judul Raperda mengalami penyempumnaan, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

b. KONSIDERAN MENIMBANG

Konsideran Menimbang huruf b dan huruf ¢ mengalami perubahan dan

penyempurnaan, sehingga berbunyi sebagai berkut:

b. bahwa pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011
tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan penyelarasan peraturan perundang-
undangan sehingga terpenuhi  kepastan hukum  dalam
penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakalan Kelurahan dalam
mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Neger
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan Lembaga Adat Desa, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011
tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu dicabut;

¢. KONSIDERAN MENGINGAT
Konsideran Mengingat ditambahkan Undang - Undang tentang
pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang diletakkan di angka 4
sehingga berbunyi sebagai berikut:
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4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 lentang Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor BBET);

d.BATANG TUBUH

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pencabutan
Peraturan Daerah MNomor 11 Tahun 2011 fentang Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari 2 Pasal. Setelah melalui proses
pembahasan ada penyempurnaan Pasal sehingga berbunyi sebagai
perikut:

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2011 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak beraku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memernntahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Surakarta.

e. PENJELASAN DAN PASAL DEMI PASAL

Adapun Penjelasan dan Pasal demi Pasal tidak mengalami perubahan
sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

PENDAPAT FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Fraksl yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari proses pembahasan, dari 5 ( lima ) fraksi yang ada di
DPRD Kota Surakarta, 4 Fraksi yaitu Fraksi Partal Keadilan Sejahtera,
Fraksi Partal Solidaritas Indonesia, Fraksi Parlai Genindra dan Fraksi
Karya Amanat Bangsa menyatakan dapal menerima dan menyetujui
Rancangan Peraturan Daersh Kota Surakarta tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 lentang Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan ini. Adapun Pendapat Fraks: sebagaimana
terlampir dalam laporan ini.



Sedangkan 1 Fraksi lainnya yaitu Fraksi PDI Peruangan,
menyampalkan usulan kepada Pimpinan DPRD Kota Surakarta unfuk
menunda Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah
Kota Surakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ini hingga terdapat
kejelasan regulasi yang sesuai dengan karakleristik dan kebutuhan
pemerintah kelurahan di wilayah perkotaan.

Vill. PENUTUP
Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya
Panltia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan telah menyelesaikan pembahasan untuk
dilaporkan di hadapan Forum Rapat Paripurna ini. Selanjutnya kami
serahkan sepenuhnya kepada Rapat Paripuma untuk dilakukan
Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surakarta sebagai dasar penetapannya.

Kami menyadari sepenuhnya dan menyampalkan permohonan maaf
yang sebesar — besarnya apabila ada banyak kekurangan dalam
oenyampaian laporan ini. Atas perhatian dan kesabarannya disampaikan
terima kasih.

Wassalaamu ‘alaikum Wr. Wb,
Salam Pancasilalll



Surakarta, 16 Juli 2025

PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

KET

Drs. ACHMAD SAPARI, M.M.

YANG MW%N
—

Drs. ACHMAD SAPARI, M.M.




FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

J1. Adi Sucipto No. 143 A Telp, (0271) 7308491, 711854, 711878, 712183, 731150, Fax, (D2T1)T1TEL0
SURAKARTA
7145

PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KOTA SURAKARTA
terhadap :

RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA
SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

MERDEKA!I!
Assalamu alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Salam Sejahtera Bagi kita semua,

Menindaklanjuli  ewrat dad Pimpinan DPRD Kota Surakaria Mo. 2506/00.02.01/VIW20ES
tertanggal 14 Jull 2025, perhal Pendapsl Fraksi terhadap Raperda tentang Pencabutan
Peraturan Dagrzh Kota Surakaria Nomor 11 Tahun 2011 fantang Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan, Bahwa sesual dengan hasil pembahasan Pansus, maka Fraks! PDI Perjuangan
memberkan pendapal berdasarkan laporan Panifia Khusus (Pansus) mengensi rencana
Pencabutan Peraturan Dasrah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan. Serta memperimbangkan dinamika yang berkembang di masyarakat, khususnya
haed audiensi Forum LPMK dengan Ketua DPRD dan Forum Ketua LPMK se-Kota Surakarta,
maka Fraks: PDI Peruangan menyampalkan pandangan sebagal barikut

1 Regulasi Pembentukan Lembaga Kemasyarakstan Kelurshan (LKK)
Jika Parda Nomor 11 Tahun 2011 dicabut, maka pembertulcan LKK akan diatur melalul
Peraturan Wall Kota yang mengacu pada ketentuan dalam Permendagi mengenai
pambentukan LKD dan LAD secara mutatis mutandie. Hal ini gindlal belum membenkan
kepastian hukum yeng memada dan berpolensi menimbulkan kebingungan dalam
implementasi di tingkat kelurahan.

g) Kendala Implementasi Permendagri MNomor 18  Tahun  2018:
Berdasarkan masukan darl Komisi | dan Forum LPMK se-Kota Surakarta, Permendagri

Nomor 48 Tahun 2018 dianggep mullitafsic dan sulit diterapkan dalam konbeks



pemerintahan  kelurshan, dengan  perfimbangan  sebagal  benkut:
a, Pemarinlahan desa tunduk pada Undang-Undang Desa yang memberikan olonomi,
termasuk kewenangan membentuk Badan Permusyawaralan Desa (BFL) dan
menatapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Peraturan Desa ferssbul menjadi
dasar hukum pembentukan LKD dan LMD.

b. Sebaliknya, keluranan fidak memiliki dasar hukum yang setara karena fidak diatur
dalam undang-undang tersendirl, Dalam Perda Nomor 8 Tahun 2018, kelurahan juga
bukan merupakan Organisasi Perangkal Daerah (OPD), melainkan bagian dari OFD
kecamatan, sshingga tidak memiliki kewanangan untuk membentuk atau menstapkan
kepengurusan LPME secara mandin,

Potensi Resistensi di Masyarakat:

Fraksi PO{ Perjuangan menilal bahwa pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2011 saat ini
dapat menimbulkan resistensi di masyarakat serta berpotensi menciptakan situasi yang
tidak kondusi di Kota Surakaria.

Berdasarkan dengan pertimbangan catatan di atas, kami fraksi PDI Perjuangan setuju
dengan Raperda fentang Pencabutan Peraturan Dasrzh Kota Surakarta Nomor 11

Tahun 211 fentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan,

Mamun, jika masih memungkinkan kami Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan kepada
Pmpinan DPRD Kola Surakara unluk menunda persetujuan atas rencana
pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, hingga terdapat kejelasan
requiasl yang sesual dengan karakieristik dan kebutuhan pemerintahan kelurahan di
wilayah perkotaan.



Demikian Pendapat Akhir Fraksi POl Perjuangan DPRD Kota Surakaria, kami sampaskan
sernoga dapat diakomodic. Atas perhatian dan kefjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahl Wabarokatuh,

Surakarta, 16 Jull 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKS! PARTAI DEMOKRAS| INDONESIA PERJUANGAN

Ketua,

YF. EMEHM.E.H.HH SUHARSONO, 5.H.MH.



FRAKS| PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

Jatan Ad Sucipto Mo, 143 A Telp. (0271) 711841 Emal : plsejahtern_soloiyahoo.co ld
sz Fax, (0271) TITE20 SURAKARTA 57145

surakarta, 15 Jull 2023

Nomaor: 08/K/P/FPKS/VILf2025 Kepada
Lamp * - Yth. Pimpinan DPRD Kota Surakarta
Perihal : Pendapat Akhir Fraksi di SURAKARTA

i 1550 9 alll Qs 4 9 aSule p Wl

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas impahan karunia
nikmat-Nya, shalawat dan sslem semoga tercurah kepada Rasulullah SAW.,
keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Menindaklanjuti surat dari surat darl Fimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor
2506/0D.02.01/VIL/2025 mengenal Permohonan Pendapat Fraksi terkait Raperda
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Momor 11 Tahun 2011
tentang Lembaga Kemasyarakatan Keluraham, sehubungan dengan hal tersebut
pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surakarta menyatakan
SETUIU.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partal Keadilan Sejahtera harap menjadi
periksa dan ditindakianjut! sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kaml vcapkan
terima kasih.

Qi 15,1 9 alll e ; g pSale p Ml g

DPRD KOTA SURAKARTA




FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA
Jalom Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711842 Surkarta

Surakarta, 14 Juli 2025

Nemor : 0097/K/PFPSIVIL2025 Kepnda
Lamp :- Yth. Pimpinan DPRD Kota Surakarts
Perthal : Pemdapat Fraksi di SURAKARTA

Assalamuslakum Wr, Wh.

Puji syukur kehadirat Alloh Tuhan Yang Maha Esa, atas limpatan rahmat,
taufig dan hidayah-Nya sehingga kita pada sast inl dalam keadaan schat.

Menindaktanjuti surat dari sursl dari Pimpinan DPRD Kota Surnkarta Nomaor:
2506/0D.02.01/VILZ025 mengenai Pendapat Fraksi terhadop Pansas Rancangan
Peraturan Daersh (Raperds) Kola Surakarta tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tabon 2011,

Sehubungan dengan tersebul di slas, Pendapat Akhir F-PSI DPRD Kota
Suraknrta menystakan SETUJU,

Demikizn Pendapat F-PSI DPRD Kotn  Swakarta  berharap  dapat
ditindakisnjuti sebagaimuna mestinys. Atss perbutisnmys kami uoapkan terima kasih.

Wissalamu alaikum Wr, Wh.

DIFRD KOTA SURAKARTA
FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDUNESLA

Sekretarls

Tri Mardiyante ' Herson Rikumay, 5. Kep.



FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan. Adisucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 735290,735291,
TAS2GE, T38293, 711872 Ext. 108 Surskarin 57145

Surakarta, 15 Juk 2025

Nomor » 009/F-GERINDRABIVIL2025
Perihal : Pendapat Fraksi

Lamgiran -

Kaepada Yth.

Ketua DPRD Kota Surakarta

dl Tempat

Assalamirafakum Wr. W
Salam sejahtera bagi kita semua

Bahwa berdasarkan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
Nomor | 2506/00.0201/VIV2025 fanggal 14 Jull 2025 Kami Fraksl GERINDRA
menindaklanjulinya dengan pernyalsan menyampaikan Pendapat Fraksi sebagai berikut ;

1. Bahwa Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kola Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 ftertang Lembaga Kemasyarakatan Helurahan dapat diterima dan
disetufjul untuk ditetapkan menjad| Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Kota Surakarta Momor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Hemasyarakatan
Kelurahan.

2. Bahwa halhal lain terkait Raperda yang dimaksud, diserahkan sepenuhnya pada alal
kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakaria yang membahas.

Demikian pendapat akhir dan Fraksi GERINDRA disampalkan agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamu alaikum W .
FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Ketua Sekretaris

Yudha Sindu Riyante, 5.H., M.H Agung Harsakti Pancasila



FRAKS] KARYA AMAMAT BANGEA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

ol du Sioi W B ey JOOTPY) CRSEEN VMR, SIESE FREUEY, FEGNIE Pe [DITT)FEREZD
Miscodn darmnerasariy on i frmt dah s g 1R RN LK ARSI 2l 1ah

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRIY) KOTA SURAKARTA
TERHADAF PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR
11 TAHUN 2011
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

M omor ¢ MEBAOTFEARX RS
Lampiran @ -

Perihal ¢ Pendapat Frakei
Kepada,

Yih Keins DPRD Koln Suralouris

I Surnkaris

Assalaarmmlaikum, Wr. Wh

Memindaklanjut surat don Pacsws terkait wsulan pencabutan Peroturan Dacrsh Kote Surakarta
MNomor 11 Tahun 2011 tentang Lembags Kemasyarskaion Kefumbm. Maka knmi Froks Karya
Amannt Bangen Seiuju atss pencabuisn Peraturan Daerah Keta Suralria Noemor 11
Tahun 2011 tersebm.

Kami menilsl babrwa regulis terschut sudsh tidak relovan lagi dengan perkembansan hukum
dan kebotuhan masyarokal saal imi. Olsh karenn o, Fraksi Karya Amemsl Bangss jugs
mendoreng agar Pemerintah Kot Surndarta bersama DPFRD segera menyminn dan
mengepahkan megulasi pengganti yong mampu memjawab tantangan dan kebumhan
kelermbapuan musyurakid kelurshan secara okiual, guna menghindon kekosongan hukam vang
dapal menggangpy tata kebola pemenintahan di tinglat kelurshan,

Diemikian pertapat akhir i kami sampaikin sebagai bentuk komitmen Fraksi Karya Amanal
Bangsa dalam mendukumg tarciptany s pemerintshan yang bersih, efektif, dan berpthak kspads
masy wrakat

Hirssoalaomiariafbum W W

FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN BAKYAT DAERAH
. KOTA SURAKARTA
Ketin .
- |" '
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Sekis Tandjong
L




